
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAI\

PUSAT UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)untuk

Balita Kurus dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

NASKAH PENJELASAN PENELITIAN

Pusat TJpaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Kesehatan RI akan mengadakan penelitian Evaluasi Pelaksanaan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita Kurus dan Ibu Hamil Kurang

i Kronik (KEK).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program PMT

anak balita kurus dan ibu hamil KEK tahun anggaran 2016. PMT bagi balita kurus dan

il KEK ini merupakan program atau kegiatan pemberian zat gizi yang bertujuan

gizi ba\ita dan rbu hami\ dengan 1a\an memberikan makanan dengan kandungan

1-ang cukup sehingga kebutuhan gizi balita dan ibu hamil dapat terpenuhi.

Risiko dari penelitian ini adalah ibu harus meluangkan waktu untuk menjawab
pertanyaan terkait makanan tambahan yang sudah ibu-ibu terima dari Puskesmas

biskuit dengan kandungan gizi yang cukup. Keikutserlaan ibu balita dan ibu hamil
penelitian ini sepenuhnya bersifat sukarela dan setiap saat dapat mengundurkan diri

i penelitian ini tanpa sangsi apapun.

Wawancara akan dilakukan selama kurang lebih l jam, sehingga hal ini cukup
ita waktu ibu-ibu. Oleh karena itu kami akan memberikan kompensasi berupa uang

Rp 30.000. Partisipasi ibu-ibu bersifat sukarela tanpa paksaan dan bila tidak
nan dapat menolak dan sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapul.

Apabila ibu/pendamping balita memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai

litian, ibu dapat menghubungi : Ir. Hermina, MKes (Hp. 081213222318).

ibu atau pendamping balita bersedia ikut serta dalam penelitian ini, mohon ibu
i lembar persetujuan (informed concern) terlampir.

1 :Responden

p 2 : Peneliti



ATAAN PERSETUJUAN BERPARTI S IPAS I DALAM PENELITIAN

(TNFORMED CONCERN)

membaca penjelasan tentang penelitian bedudul "Evaluasi Pelaksanaan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita Kurus dan Ibu Hamil Kurang

ik (KEK).", saya yang bertandatangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk berparlisipasi dalam peneiitian sebagai

Saya menyadari bahwa keikutsertaan diri saya pada penelitian ini adalah sukarela

setuju akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak

20t7

Yang menyetujui
Pelaksana Penelitian

(...

Saksi

ermina, MKes



riran 3

Analisa ZatGizi PMT Balita Kurus dan lbu Hamil KEK Tahun 20i6

Lampiran 3.1. Metode Analisa Pengujian Sampel PMT Biskuit Balita (MP-AS|) & Bum

Biskuit Balita Biskuit Bumil

Parameter Uji Metode analisa Parameter Uji Metode analisa

Energi total Calculation Energi total Calculation

Kadar air Calculation Kadar air Calculation

Lemak total
18-8-5/MU/SMM-Stc,
Weilbull Lemak total

18-8-5/MU/SMM-SIG,
Weilbull

Protein
18-8-31/MU/SMM-StG,
Kjeltec Protein 18-8-31/MU/SMM-StG,

Kjeltec

Ca
18-13-1/MUiSMM-StG,
ICP-OES

Ca
1 8-1 3-1IMU/SMM-S|G, rCP-
OES

Na
18-13-1/MU/SMM-StG,
ICP-OES

Na
1 8-1 3-1IMU/SMM-SrG, rCP-
OES

Zn
18-13-1/MU/SMM-SrG,
ICP-OES

Zn
1 8-1 3-1lMU/SMM-SIG, ICP-
OES

Fe
18-13-1/MU/SMM-StG,
ICP-OES

Fe
1 8-1 3-'t /MU/SMM-StG, tCP-
OES

P
18-13-1/MU/SMM-StG,
ICP-OES

P
1 8-1 3-1lMU/SMM-SIG, ICP-
OES

Se
18-4-13/MU/SMM-StG,
AAS-HVG Se

1 8-4.1 3/MU/SMM-SIG, AAS-
HVG

lodium
18-5-8/MU/SMM-SlG,
HPLC

F
18-9-27lMU/SMM-SrG,
Spectrofotometer

Asam folat 18-5-38/MU/SMM-SlG,
UPLC

lodium 1 8-5-8/MU/SMM-SIG, HPLC

Vitamin A
18-5-1/MU/SMM-SrG,
HPLC

Asam folat
18-5-38/MU/SMM-SrG,
UPLC

Vitamin B1 18-5-2lMU/SMM-SlG,
UPLC

Asam pantotenat 1 8-5-2lMU/SMM-SIG, UPLC

Vitamin 82 18-5-2lMU/SMM-SIG,
UPLC

Vitamin A 1 8-5-1 /MU/SMM-SIG, HPLC

Vitamin 83 18-5-2lMU/SMrv1-SlG,
UPLC

Vitamin B1 1 8-5.2iMUlSMM-SIG, UPLC

Vitamin 86 18-5-2iMUlSMM-SIG,
UPLC

Vitamin 82 1 8-5-2lMU/SMM-SIG, UPLC

Vitamin 812 1 8-1 2-6lMU/SMM-SIG, LC
MSMS

Vitamin 83 1 8-5-2lMUiSMM-SIG, UPLC

Vitamin D 18-5.1/MU/SMM.SIG,
HPLC

Vitamin 86 1 8-5-2lMU/SMM-SIG, UPLC

Vitamin E
18-5-1/MU/SMM-SlG,
HPLC

Vitamin B12 1 8-1 2-6lMU/SMM-SIG, LC
MSMS

_l
Vitamin K1 18-5-11/MU/SMM-StG,

HPLC
Vitamin D 1 8-5-1 /MU/SMM.SIG, HPLC

22 Gula total 1 8-8-8/MU/SMM-SlG, Luff-
Schoorl

Vitamin E 1 8-5-1 /MU/SMM-SIG, HPLC

Seratpangan 18-8-6-2 /MU/SMM-SlG Vitamin C 1 8.5-2lMU/SMM-SIG, HPLC

24 Gula total 1 B-8-8/MU/SMM-SlG, Luff-
Schoorl

Serat pangan 18-8-6-2 /MU/SMM-SlG
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Lampiran 3

Tabel Lampiran 3.4. Rerata Hasil Analisa Komposisi Zat Gizi PMT Biskuit (MPASI)
Balita Kurus di Lapangan Dibandingkan dengan Kepmenkes No.224l2007

No ZAT GIZI UNIT

NILAIRERATA
HASIL ANALISA

PMT DI
LAPANGAN

KEPMENKES
NA.224t2AO7

Energitotal

Kadar air

Lcrnak total

hin
Ca

Ia
Zn"
F-e'

P

Se

lodium

Asam folat

Vitamin A *

Vitamin 81 *

Vitamin 82 *

Vitamin E}3 *

Vitamin 86 *

Vitamin 812

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K1 *

Gula total

Serat pangan

kkal / 100 g

gl1O0g
g/1009
g/1009
mg/1009
mg/1009
mg 1100 g

mg/100g
mg/1009
mcg / 100 g

mcg / 100 g

mcg / 100 g

mcg / 100 g

mg 1100 g

mg/1009
mg/1009
mg/1009
mcg / 100 g

mcg / 100 g

mg/1009
mcg / 100 g

g /'100 g
g/1009

460.90
3.58

16.38

8.35

242.61

288.3 5

3.47

4.44

183.21

12.97

66.89

99.31

213.29

0.38

0.34

2.97

o.24

0.65

5,58

4.81

4.98

17.O2

4.84

Min 400

Max 5

10-18

8-12
200 - 300

Max 800

2,5 - 3,0

5,0 - 6,0

184 -275
10-15

60-70
60 - 100

250 - 700

0,4 - 0,5

0,4 - 0,5

40- 6,0

0,3 - 0,5

0,5 - 0,9

3,0 * 10

4,0 - 6,0

Min 10,0

Max 30

Max 5

t
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
*)
*) Kandungan zalgizi dalam PMT biskuit = Lebih rendah dari rentang parameter Kepmenkes 2007

Kandungan zalgizi dalam PMT biskuit = Lebih tinggi dari rentang parameter Kepmenkes 2007



Lampiran 3

Lampiran 3.5. Rerata HasilAnalisa KomposisiZat Gizi PMT Biskuit lbu Hamil
dl Lapangan Dibandingkan dengan Kepmenkes No. 889i2009

') Kandungan gizi yang rendah dalam PMT biskuit ibu hamil: Energi total, Lemak total dan Protein
lebih rendah dari spesifikasi Kepmenkes 2O07

-) Kandungan Gula total dalam PMT ibu hamil lebih tinggi dari spesifikasi Kepmenkes 2007

No ZAT GIZI UNIT

NILAI RERATA
HASIL ANALISA

PMT DI
LAPANGAN

KEPMENKES
NO. 889/2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2A

21

22

23

24

25

Energi total *

Kadar air

Lemak totaln
Protein *

Ca

Na

Zn

Fe

P

Se

F

lodium

Asam folat

Asam pantotenat

Vitamin A
Vitamin B1

Vitamin 82

Vitamin 83
Vitamin 86

Vitamin 812

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin C

Gula total **

Serat pangan

kkal / 100 g

g/100g
g/1009
g/1009
mg/1009
mg/1009
mg/1009
mg 1100 g

mg/1009
mcg / 100 g

mg/1009
mcg / 100 g

mcg / 100 g

mg 1100 g

mcg / 100 g

mg/1009
mg/1009
mg/100g
mg/100g
mcg / 100 g

mcg / 100 g

mg/1009
mg/100g
g/1009
g/1009

481.M
3.48

20.71

11.49

289.67

388.38

6.75

6.61

196.70

37.50

2.85

106.42

1074.83

7.15

849.77

1.33

1.43

18.21

1.75

2.66

5.35

16,05

92.O1

20.15

6.33

Min 500

Max 5

Min 25

Min 15

Min 250

Max 500

Max 7 ,5
max 15

Max 208

Min 35

Min 2,7

Min 100

Min 600

MinT
Min 800

Min 1.3

Min 1.2

Min 18

Min 1,7

Min 2.6

Min 5

Min 15

Min 85

15-17
Min 5



4.

Kualitatif Menurut Region

Regional Jawa-Bali

Kondisi kesehatan masyarakat termasuk status gizi merupakan salah satu faktor
keberhasilan pembangunan kesehatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

pembangunan nasional secara keseluruhan. Anak balita dan ibu hamil merupakan
, rawan gizi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kurus dan stunting pada usia
akan berdampak pada performa belajar di sekolah dan selanjutnya akan

hi kualitas sumber Daya Manusia (sDM). lbu hamil dengan status Kurang
Kronis (KEK) dapat melahirkan anak dengan berat lahir rendah yang selanjutnya

pada pertumbuhan dan kesehatan bayinya. pemberian makanan tambahan
khususnya pada kelompok rawan gizi, yaitu balita kurus dan ibu hamil KEK,

salah satu strategi suplementasi dalam mengatasi masalah gizi.

Kementerian Kesehatan telah menjalankan program pemberian Makanan
sejak tahun 2007 di seluruh lndonesia. Di wilayah Jawa dan Bali, program
makanan tambahan ini dinilai sangat bermanfaat namun pelaksanaan dan

nya dinilai masih terasa kurang optimaldan mengalami kendala yang beragam.

Penelitian evaluasi PMT Tahun 2017 ini bertujuan untuk metakukan evatuasi
program PMT untuk anak balita kurus dan ibu hamil KEK tahun anggaran 2016.

Regional Jawa dan Baliterdapat dua provinsi terpilih yaitu Provinsi Bantendan provinsi
llmur. Di Provinsi Banten terpilihdua Kabupaten /Kota yaitu Kabupaten Serang dan

Tangerang Selatan. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur terpilih oleh Kota Mojokerto dan
Mojokerto.

Pada dua Kab/Kota di atas, dipilih masing - masing dua puskesmas berdasar kan
gizi kurus dan ibu hamil KEK yang tinggi. puskesmas yang terpitih di Kabupaten

ialah Puskesmas ciruas dan Puskesmas Kramat watu, sedangkan di Kota
Selatan, puskesmas terpilih ialah Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Ciputat

Puskesmas terpilih di Kota Mojokerto ialah Puskesmas Wates dan puskesmas
ng. Sedangkan Puskesmas terpilih di Kabupaten Mojokerto ialah Puskesmas

dan Puskesmas Sooko.

Laporan regional Jawa Bali ini disajikan dalam 3 bagian; pertama, kebijakan dan
yang meliputi kebijakan penetapan sasaran, perencanaan jumlah sasaran,

anggaran. Kedua, pelaksanaan program PMT yang meliputi sosialisasi progr-am pMT,
pedoman PMT, Distribusi PMT, Tempat penyimpanan, dan ketidaksesuaian

sanaan PMT di lapangan; dan ketiga, Monitoring dan Evaluasi program pMT.
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n & Perencanaan

Kebijakan mengenai program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu
di Regional Jawa Bali secara umum mengacu pada kebijakan yang diambil oleh

n Kesehatan. Tidak ada kebijakan khusus yang dibuat baik oleh provinsi Banten
ProvinsiJawa Timur berkaitan dengan program pMT.

Xebijakan peneta pan sasaran

Kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai kriteria sasaran program pMT balita
hl hamil, yaitu balita kurus usia 6-59 bulan dengan indikator Berat Badan (BB) menurut

iang Badan (PB)/Tinggi Badan (TB) kurang dari minus 2 standar deviasi (<- 2 Sd) dan
Hamil risiko Kurang Energi Kronis (KEK) yang mempunyai Lingkar Lengan Atas (LILA)

dari23,5 cm.

Di Provinsi Banten tidak ada kebijakan khusus terkait sasaran penerima pMT. pada
di tingkat Kab/Kota dan Puskesmas, sasaran penerima PMT balita selain batita

juga mencakup balita gizi kurang. Hal tersebut disebabkan jumlah PMT yang diterima
s melebihi dari jumlah sasaran yang diajukan serta menghindari kecemburuan

Sedangkan untuk PMT ibu hamil, kriteria sasaranpenerima PMT selain ibu hamil KEK,
mencakup ibu hamil anemia,dengan asumsi bahwa jika ibu hamil tersebut berisiko KEK

biasanya juga menderita anemia. Bahkan jika stok mencukupi, seluruh ibu hamiljuga
t PMT. Sepertiyang disampaikan oleh informan sebagaiberikut:

'-......Kan kemarin, kemarin itu kan dropping-nya kan banyak banget kan bu, sebetutnya
bn kemarin itu, iadi sasarannya itu kan kita itu kan karena buanyak ya, jadi kan akhirnya
yang kurus, yang kurang ya itu semua kita kasih......"

'-......Semua bumil dapat. Harusnya sih iya, semua (dapat) tanpa melihat sfafus gizi ya.
lGrena kecemburuan sosra/. Kayak balita juga harusnya semua dapat gitu ya. Kta kalau
rt bpangan itu suka nggak enak........"

Sasaran ibu hamil KEK sm anemia. Tapi biasanya sejatan tu kalo uda KEK pasti

.Kalo saya liat wa dari Provinsi kan ini ' pemberiannya untuk yg mana nih? Karena
APBD ini termasuk yang balita gizi kurang, meskipun BB/TB nya narmat. Tapi

,BB/u patokannya kmrn. Jadi mungkin diperjelas dengan panduannya itu.
kl ini untuk balita kurus dan sangat kurus, nanti kan kita jadi instruksinya

berdasarkan edaran entah apa gt kan, bahwa pMT yang dari kemenkes inj untuk
kurus dan sangat kurus kemudian untuk PMT bumil, kt yang APBD itu kan memang

fra anggarannya untuk bumil anemia dan KEK, jadi bumit anemia walau dia gak KEK,
Etep dapet. Pendistribusiannya mereka di PKM kan, ke bumit kan, jd bumil anemia itu
tbQt walaupun dia gak KEK. apalagi kl dia anemia juga KEK juga. Kl saya tiat di taporan
itu mereka bumil anemia dapet. Walaupun saya liat di LtLAnya enggak KEK. Jadi mungkin
nanti kalo disini untuk balita itu, saya kmm patokannya kmrn ada yg nanya ini untuk KEK
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u anemia iuga? Disini kan iumtah bumil KEK dan berisiko KEK, jadi masuktah anemia
Jadi yg PMT ini nih, yang kemenkes, jadi bumil anemia juga dapet........,,

Demikian halnya dengan Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Timurkriteria sasaran
a makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil mengacu pada kebijakan dari pusat

Kementerian Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya oi tingrateuskesmas, sasaran
r PMT ibu hamir iarah ibu hamir dengan LILA kurang dari 23,5 cm, anemia, atau rMT

dari 18,5 kg/m2. Sedangkan untuk PMT balita, sisaran utamanya ialah balita gizi
gizi buruUBGMdan kurus. Namun jika PMT untuk kriteria sasaran tersebut sudah
usi seluruhnya/mencukupi, maka kriteria sasaran diperlebar. untuk pMT balita,
mencakup juga anak balita dari keluarga miskin menjadi, anak balita tampak kurus,

I balita 2T, dan anak balita dengan status gizi normal namun menuju ke status gizi kurus.
tsrsebut disebabkan karena jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurus yang Jitemukan

sedangkan jumlah biskuit yang diterima banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan
orman sebagaiberikut:

kan balita kurus,dirapangan kan susah. sasaran riet
nenetapkan sasaran dilapangan tidak mudah tapi di tapangan agak sedikit
Tidak mempunyai data tinggi badan. Nggak punya data riet batita kurusga di lapangan dimodifikasi ini sesuai dengan arahan pusat yaituyang kelihatan

terus diambi\..............,

''--.-.......Karena dropdropan buanyak, sementara sasaran, kasus kasus gizi kurang
gizi buruk kan sedikit, gizi normat pun dikasih buat preventif aja, selama gizi buruk
kunng sudah tertangani dengan bagus, pMTnya sudah bagus, pokoknya yang
nya normalpun yang mau jatuh ya dikasih saja.........',

Acuan untuk menentukan sasaran sebenamya kita batasi ya, sasarannya gzi
'dan gizi buruk, karena iumkah yang diatokasikan cukup banyak sehingga mteluber
yang, lebih meltias ...kemudian pada sasaran gakin meskipun tidak gizi

...... karena gizi buruknya tidak tertalu banyak, Batita yang BGM nya, karena
annya besar banget, setelah BGM koq ya masih banyak tagi, jadi akhimya ya ke
2 T, kemudian anak yang sehatpun akhirnya dapat.................,,

n Jumlah Sasaran

Mekanisme penentuan jumlah sasaran penerima PMT di Provinsi Banten dirnulai
pendataan jumlah balita gizi buruk dengan indikator berat badan menurut umur yangh dari laporan KabupateniKota yang kemudian diestimasikan berdasarkan

satu tahun, demikian juga dengan jumlah sasaran ibu hamil KEK. Data tersebut
dilaporkan ke pusat, sehingga pusat mengirim sesuai dengan surat usulan yang

oleh Provinsi.

Di Tingkat Kab/Kota, ada proses pengajuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kemudian dari Dinas Kesehatan provinsi



ke PusaUKementerian Kesehatan^ Pengajuan PMT ibu hamil dilakukan berdasarkan
Laporan Tahunan 2015 sedangkan pengajuan PMT Balita berdasarkan data

Status Gizi tahun 2015. Berikut yang diungkapkan oleh informan dari provinsi

'-....'. Kalo dari pusat kan gini,pertama provinsi minta ancang ancang angka misat berapa
bttmil, berapa balita gitu. ltu Kan kita berdasardata 2015, bikin ke provinsi. provinsi dari
data itulah mereka memberikan PMT. Data dai laporan tahunan sama pSG 2015 kato
untuk balita. Untuk ibu hamil dari taporan tahunan 2015, KEK kan, kalo yang batita dai
PSG daerah.........."

Namun, puskesmas tidak mengajukan secara khusus untuk sasaran/ penerima pMT
Kementerian Kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan provinsi Banten

'--...........Kita tidak pernah mengusulkan tapi kita melaporkan saja ke dinas nanti dinas
yang mengusulkan ke pusat, saya kurang tau berdasarkan apa tapi mungkin berdasarkan
laporan puskesmag sasarannya berapa hasil yang ada di tapangan luas wilayah juga
sasaran yang di pero\eh............"

Sejalan dengan provinsi Banten, penentuan jumlah penerima PMT di provinsi Jawa
diperoleh berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota. Prevalensi data pSG balita gizi
tahun 2015 dan data laporan bulanan masing-masing Kabupaten/Kota yang digunakan
pengajuan jumlah PMT dari provinsi ke pusat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
ran di ProvinsiJawa Timur:

'.-............iya ada usulan iadi kami memberikan usulan dikirim ke propinsi ber dasarkan
*ebutuhan puskesmas ... usulan FMT diminta dari propinsi, berupa balita kurus, balita
gizi kurang dan balita pendek, juga berapa Bumit KEK nya....',

Anggaran

Pada tahun 2016, PMT yang didistribusikan di oleh Dinas Kesehatan provinsi
kan buffer sfock yang berasal dari dana ApBD dan pMT kiriman dari

Kesehatan dalam bentuk biskuit. Penyediaan atau pengadaan pMT pada tahun
tidak berasal dari anggaran tahun 2016 melainkan dari anggaran buffer stock tahun

5 yang masih bisa digunakan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 Provinsi Banten tidak melakukan pengadaan makanan tambahan
mandiri karena Dinas Kesehatan Provinsi mendapatkan informasi bahwa pada tahun

PMT akan dikirimkan dari Kementerian Kesehatan sejumlah balita gizi kurang yang
sehingga tidakoverlapping.Namun, Kegiatan PMT Kementerian Kesehatan ini tetap

ambungan dengan adanya sumber dana yang lain untuk PMT di tingkat KabiKota.
PMT masih tetap akan diberikan jika setelah pemberian PMT selama g0 hari

menunjukkan kenaikan berat badan, berikut pernyataan informan :
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""""""'Pada saaf ini kita setatu menyarankan ke teman-teman di puskesmas, kita kanada dana BoKiuga' Dana BoK itu bisa diberikan untuk anak yang kekurangangizi,untukPMT ibu hamit KEK"saya sarankan untuk digunakan. Dan juga teman-teman diKabupaten iuga mengadakan PMT dengan dana dari ApBD mereka. Jadi ketika kemarinmereka bertanya kira-kira inioverlap atau tidak. sitahkan katau mau mengadakan sendiri,kalau udah direncanakan dan dananya ada. Berartiiika setetah g0 hari pemberian darikami bisa ditaniutkan dari PMT yang dibuat atau disediakan dari dana ApBDka bu paten/kota mas i ng- m asing..........,,

Pada tingkat provinsi, ada anggaran khusus dari dana DEKON yang digunakanmenyewa gudang penyimpanan PMT dan distribusi pMT ke puskesmas di provinsi
'Di tingkat Kab/Kota tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan pMT pusat. Kegiatan

,1llll:*l:y::11iy I11, Tor*aan densan kes iatan prosram rain. seperti yan g
informan sebagai berikut:

'(Dana Khusus distribusi PMT pusat) Nah kalo itu gak ada, distribusidari provinsi itu jugayang nanggung kan provinsiya. Ka-to dari kita gak ada,,

'(Khusus sosia/iasr, evaluasi ke Puskes mas) Kita evaruasi ke puskes mas ya evaluasipro{ram, termasuk ngeliat kondisi PMT gitu kan, ya SpJ aja itu, biaya perjatanan daridinas ke puskesmas untuk evaluasi program, termasuk evaluasi vitamin A, termasukpmberian PMT. Kato untuk khusus untuk monev pMT gak ada,,

Di ringkat Puskesmas jugatidak tersedia anggaran khusus untuk pengelolaan
PMT, baik dari penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, maupun monitoring

, Sepertiyang diungkapkan informan berikut ini:

'"""'dana khusus gak untuk pengelolaan PMT, penyimpanan, distibusi, monitoring juga
gpk ada sama sekali,... monev sendiri, berangkat sendiri aja....... ,

Sedikit berbeda dengan provinsi Banten, di provinsi Jawa Timur, selain pMT dari

::::i:,:i:.?*::_K**11t3 
provinsi jusa masih mensanssarkan pMr jenistr r Jvr tto

,::"::r:,,:::::::, :1":, I::ul, 
pMr dari provinsi sifarnya buffer stock,tidak ranssuns-' '4,n. Dibagikan pada saat ada bencana. pengadaan pMT yang berasar dari dana

,::[:r"rran anak barita gizi buruk berupa susu. Har ini seperti yang diungkapkan

'"""' Adatapitergantung dari kabupaten ltota masing masing, Katau dana BoK untuk
fransportnya. Kalau dari provinsi itu PMT dalam oentix buffer, buffer tidak langsung
dibagikan untuk mamentum, untuk bencana. Bentuknya tidak jauh berbeda ada jugatiskuit........" -

,:^"jrTi ?i1as 
Kls3hatan provinsi Jawa Timur di daram pengeroraan pMT yaitu

anggaran untuk sewa gudang penyimpanan pMT. Dana yang digunakanr dari dana ApBD provinsi/dana dekon. penggunaan dana oari prwinsi ini
karena dana yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan/pusat hanya untuk

usian daripusat sampai ke puskesmas diwilayah kerja Dinas Kesehatan provinsi.



i -- , , 
Sejalan dengan Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Timur, pada tingkat puskesmas,

I ftak.tersedia anggaEn khusus dalam pengelolaan program pMT baik untuk penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian, maupun monitoring evaluasi. Semua kegiatan pMT tersebut
relalu bersamaan dengan kegiatan lainnya yang ada dilingkungan kerja wilayah puskesmas.
Seperti yang diungkapkan informan berikut:

"....... dana kegiatan yg terkait pMT kemenkes ndak ada, adanya yang dari BoK..."

'-....dana khusus tuk mendistibusikan gak ada .. sambitke desa dicangking....,,

I Pelaksanaan

r. Sosialisasi program pMT

setiap pelaksanaan program dari pusat memerlukan sosialisasi terlebih dahulu.
Dalam pelaksanaan program PMT, baik di Provinsi Jawa Timur maupun Banten tidak ada
sosialisasi khusus yang diberikan dinas kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kota maupun
labupaten. Kegiatan sosialisasi program PMT ke Kabupaten dan kota dilakukan bersamaan
dengan kegiatan lain dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi program
PMT.Sosialisasi di tingkat kota dan kabupaten baik di Jawa Timur maupun Banten dilakukan
bersamaan dengan kegiatan lain yang mengumpulkan tim puskesmas yaitu kepala
truskesmas, dokter, petugas gizi, dan bidan.

Kegiatan sosialisasi di Provinsi Banten dari Provinsi ke Kabupaten dan puskesmas
yang menjadi bahan pembahasan adalah mulai dari rencana pengiriman pMT ke
Puskesmas, cara penyimpanan, cara pendistribusian PMT dari puskesmas ke desa hingga
sampai ke sasaran. Peserta yang hadir pada kegiatan sosiatisasi adalah dari g
kabupatenlkota yang terdiri dari kasie Gizi, pengelola program gizi, TpG puskesmas, dan
Sntas program termasuk pKK.

Sedangkan di Jawa Timur isi sosialisasi yang ada berkisar bahwa akan ada pMT
ttiskuit dari pusat yang akan datang ke kabupaten atau kota dan sasaran penerima pMT
tersebut merujuk pada juknis dari pusat namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi
masin g-masin g wilayah.

Provinsi Banten memberikan arahan pelaksanaan program pMT kepada dinas
kesehatan kota/kabupaten namun juga Dinkes kota/kabupaten memberikan kriteria
tambahan untuk penerima PMT Balita yaitu anak kurus (berdasarkan kriteria BB/TB) atau
balita gizi kurang (menurut kriteria BB/U). Hal ini dilakukan karena angka kurus yang tidak
banyak, stok biskuit yang banyak (karena ada juga pengadaan dari pemerintah kota), dan
juga data panjang badan yang kurang lengkap dari penimbangan balita, mengupngi risiko
terjadinya efek samping seperti diare bila diberikan kepada balita yang status gizinya lebih
jelek. Selain itu, di Provinsi Banten ada dinkes kota/kabupaten yang melakukan penapisan
dengan memperhatikan beberapa faktor berikut: berasal dari keluarga miskin dan belum
pemah mendapat PMT sebelumnya.
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=ada pemberian PMT bumil, dinkes juga memberikan kriteria tambahan yaitu selain
juga diberikan untuk bumil anemia.Hal ini dilakukan karena untuk membantu
ia untuk memperbaiki status gizinya. Hal ini terlihat dari jawaban informan

berikut:

lGlo saya liat wa dai propinsi kan ini ' pemberiannya untuk yg mana nih? Karena
yang APBD initermasuk yang balita gizi kurang, meskipun BB/TB nya normat. Tapi

dikasih,BB/U patokannya kmrn. Jadi mungkin diperjetas dengan panduannya itu.
cfrperielas, kl ini untuk balita kurus dan sangat kurus, nanti kan kita jadi instruksinya

berdasarkan edaran entah apa gt kan, bahwa pMT yang dari kemenkes ini untuk
kurus dan sangat kurus kemudian untuk PMT bumil, kt yang APBD itu kan memang

anggarannya untuk bumil anemia dan KEK, jadi bumil anemia walau dia gak KEK,
dapet..."

Pendistribusiannya mereka di PKM kan, ke bumit kan, jd bumil anemia itu dapet
dia gak KEK. apalagi kl dia anemia juga KEK juga. K saya tiat di laporan itu

bumil anemia dapet.walaupun saya liat di LlLAnya enggak KEKJadi mungkin
kalo disini untuk balita itu, saya kmrn patokannya kmrn ada yg nanya ini untuk KEK
anemia iuga? Disini kan jumlah bumil KEK dan berisiko KEK, jadi masuklah anemia

Jadiyg PMT ini nih, yang kemenkes, jadi bumil anemia juga dapet......,,

' ...Karena kita usulnya gak sebanyak itu, tapi datangnya tebih banyak......."

' ....Harusnya sih iya semua tanpa melihat sfatus gizi ya.. Karena kecemburuan
, terus juga apa....."

kayak balita juga harusnya semua dapat gitu ya....."

,Kta juga kalau dilapangan itu suka ga enak.....".

Penambahan kriteria itu dilakukan juga karena tidak ada pedoman yang baku dari
. Sepertidisebutkan oleh informan berikut:

.Jadi mungkin dipe$elas dengan panduannya itu. Jadi diperjetas, katau ini untuk
kurus dan sangat kurus, nanti kan kita jadi instruksinya begitu, berdasarkan edaran
apa gt kan, bahwa PMT yang dari kemenkes ini untuk balita kurus dan sangat kurus

u ntuk PMT bumi|..............."
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Gambar 1. Penerima biskuit PMT bumil KEK di Kabupaten Serang
(tidak ada tanda KEK)

Gambar 2. Penerima PMT balita di Kabupaten Serang (tidak kurus)

Hal yang hampir sama terjadi di Jawa Timur. Kriteria pemberian PMT di Jawa Timur
terdapat perbedaan dengan yang ditetapkan pusat. Kebijakan sasaran mengenai

pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di Provinsi Jawa Timur
pada kebijakan dari pusat atau Kementerian Kesehatan yaitu anak balita gizi kurus

-
i



G24 bulan dan ibu hamil KEK, namun kenyataan di lapangan karena jumlah biskuit
banyak, kasus gizi kurus yang sedikit dan ketidaktersediaannya alat ukur tinggi badan

u sehingga sasaran diperlebar yaitu anak balita dengan gizi kurang dan anak
kurus. Hal inisepertiyang diungkapkan oleh informan sebagaiberikut :

Tadinya kan balita kurus,dilapangankan susah. Sasaran riil
menetapkan sasaran dilapangan tidak mudah tapidilapangan agak sedikit

. Tidak mempunyai data tinggi badan. Nggak punya data riel balita kurus
di lapangan dimodifikasi ini sesuai dengan arahan pusat yaituYang kelihatan

terus diambi|............."

Di tingkat Puskesmas penetapan sasaran juga ada perbedaan dengan yang
pemerintah yaitu diberikan kepada balita usia 6-24 bulan dan ibu hamil LILA

dari 23,5 cm atau yang anemia, atau IMT kurang dari 18,5 cm. Untuk balita sasaran
yang BGM dan balita kurus. Jika sasaran sudah terpenuhi semua, maka

PMT dilebarkan pada balita pendek dan gizi kurang. Ada petunjuk dari provinsi,

PMT yang berlebih, boleh memberikan untuk yang gizi kurang. Penetapan sasaran

untuk yang kurus dulu, baru yang balita gizi kurang. Kalau yang 2 kali tidak naik
penyuluhan dulu sebelum diberikan PMT. Semula PMT ini diberikan untuk balita usia

bulan tetapi karena yang di atas 24 bulan banyak yang kurang, maka dilebarkan

setelah berkonsultasi dengan dinas kesehatan kota.

Pedoman Program PMT

Pedoman serta acuan yang baku mengenai pelaksanaan program diperlukan agar

sasaran. Namun pada pelaksanaan program PMT baik di Provinsi Jawa Timur maupun

tidak ada buku pedoman khusus mengenai pelaksanaan program PMT.

Di Provinsi Jawa Timur, dalam menentukan sasaran merujuk pada pengalaman

lalu dengan melihat data bulanan yaitu biskuit diberikan pada anak balita gizi kurang

keluarga miskin dan bumil KEK. Sepertiyang disebutkan oleh informan berikut:

'....... karena tidak ada sama sekali, ya sudah lembar alokasi itu saja, kita ielaskan akan

da dropping alokasi PMT, Kemenkes berupa biskuit itu, iadi mereka sudah ada

gembaran berapa2 nya, kalo ternyata ini kiriman itu melaluiPf Pos iadi nanti komunikasi

bngsung, biskuitnya juga belum ada, tapi informasiiuga ada........"

Di Provinsi Banten dikatakan pedoman yang dipakai yaitu leaflet yang berasal dari

yang berisikan petunjuk cara mengonsumsi biskuit baik untuk balita kurus maupun ibu

KEK. Kemudian pedomanlleaflet tersebut disebarluaskan hingga ke seluruh kabupaten

media sosial (WhatsApp). Penyebarluasan melalui media sosial dianggap lebih

(praktis) karena tidak perlu memperbanyak yang akan membutuhkan anggaran

besar. Namun sampai informan sampai selesai wawancara tidak dapat menunjukkan

atau leaflet yang dimaksud sehingga disimpulkan tidak ada pedoman khusus

Gtam pelaksanaan program PMT.

94



Si PMT

Distribusi PMT di Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi Banten sudah dimulai sejak
November 2016 dan pada ke dua provinsi tersebut PMT langsung didistribusikan ke

s maupun desa tidak ke dinas kesehatan kota maupun kabupaten. Jawa Timur
Banten mendistribusikan PMT pertama kali dilakukan di bulan November 2016 dari

as ke sasaran atau ke desa.

Pendistribusian di Provinsi Banten dilakukan dengan beberapa cara, untuk sasaran
wilayah tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas maka PMT didistribusikan dengan cara

ke desa tempat tinggal sasaran melalui bidan desa menggunakan puskesmas
atau ambulance, sedangkan untuk sasaran yang tinggal dekat dengan puskesmas,

dapat diambit langsung di Puskesmas saat poli gizi karena TPG sekalian ingin
pertumbuhan anak, lalu kalau tidak datang baru dikunjungi ke rumah, atau jika

tidak datang ke puskesmas, distribusikan melalui kader ke Posyandu tapiTpG lebih
ke rumah untuk memberikan PMT langsung ke sasaran sekalian memantau

gan berat badan dan tinggi badan serta konsumsi biskuit PMT oleh balita. Untuk pMT
, jika tidak datang ke puskesmas maka PMT dititipkan ke bidan yang akan datang ke

di wilayah sasaran. Cara dsitribusi lainnya yaitu dilakukan di Posyandu melalui
'. Hal ini dikarenakan kader lebih dekat dan lebih mengenal penerima PMT. Berikut

'-......Yan? utama mereka dapat di puskesmas kalau tidak datang baru dikunjungi ke
rumah atau kelewat lalu ke rumah, bisa juga lewat Posyandu tapi tebih sering ke
rumah....."

'-...... Nah kalo peran kader paling perpanjangan tangan saya, karena ibaratnya dia yang
bbih tau wilayahnya, balitanya, jadi kemaren sy delegasiinnya ke dia. Tertanyata banyak

ya setelah di evaluasi, satu, misalnya yang sy mau begini begini begini, tp
di lapangan dia gak jalanin km ibunya gak mau, atau dikasih gak doyan, talu
lagike yang lain, padahalkesepakatannya di awal mau enggak mau harus

Pendistribusian PMT di Jawa Timur dari pusat melalui provinsi menggunakan jasa
Distribusi PMT di Jawa Timur ada yang didistribusikan oleh TPG atau bidan di

induk atau Puskesmas Pembantu, tergantung lokasi tempat tinggal sasaran. lbu
maupun ibu hamil datang ke Puskesmas atau Pustu mengambil PMT. Namun juga

keterbatasan penyimpanan di Puskesrnas ada yang langsung didistribusikan
ke desa-desa dalam hal ini Polindes masing-masing sesuai dengan jumlah kasus

ada dikarena tempat untuk menyimpan biskuit di puskesmas tidak tersedia ruangan
mampu menampung semua PMT yang diterima. lnformasi ini disampaikan informan

berikut :
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'--.-.-.... Datang dari provinsi berapa kali: 2 kati 3 kali, mulai butan november 2016. Saya
hgat kalo tidak salah sekitar bulan itu. Langsung dikirim PT Pos. yang gudang obat
bnya se bagi an keci 1... la n gsu n g ke puskesmas.....,,

'---..dari PKM langsung di distribusikan ke 15 polindes, jadi sejumlah sasarannya
lgsung diserahkan ke desa masingrmasing....'

Kondisi inijuga terjadi karena ada beberapa puskesmas yang sedang renovasi,
disampaikan informan berikut :

'-.. .- ada beberapa puskesmas dalam kondisi perbaikan dan macam2. Sehrngga untuk
Gtgamankan penyimpanan, masing2 puskesmas tangsung mengatokasi kan sendiri ke
sasaran, iadi disimpan dirumah bidan, ada tagi yang disimpan di rumah petugas gizi.
4arena Puskesmasnya waktu itu sedang dibongkar sehingga diteima awal dirumah
ptugas 9i2i.......'

Mekanisme distribusi PMT di provinsi Banten kepada sasaran berbeda-beda ada
lrq diberikan 2 minggu sekali, satu bulan sekali dan langsung sekaligus untuk tiga bulan.
krbedaan ini berdasarkan penilaian petugas terhadap kepatuhan sasaran tentang aturan
mkan. Sepertiyang disebutkan oleh informan berikut:

'-.......... ltu kan dikasihkannya kan pertiga bulan, itu langsung dikasih pertiga
bulan... jadi setiap bulannya kita pantau gitu.

' .-......... Balita yang dapet itu acia 10, he em apa namanya ini, nah ini udah tiga...tiga kati
bu.. Pengambilan he eh....." (pengambilan dilakukan oteh kader)

' ..............pokoknya 2 minggu sekali.

'-.............Kadanl ada yang ngasih 2 minggu sekali, kita anjurannya dua minggu sekali,
bkutnya kalau kita langsung blek satu bulan apakah dimakan, ataukah dimakan
keluarga nya.............."

'..............8ertahap sebulan sekali, kalau misalnya sekatigus kita titipkan ke kadernya, kita
ffiak mungkin setiap bulan ke sasaran. Dalam satu kati pemberian diberikan S0
htngkus, tidak pernah didrop sekaligus, ada juga sih yang sekalrgrs didrop 2 butan
karcna takut kecolongan dia kesini tapi ngga dikasih takut kelewat, ada juga yg pernah
dapattapi kelewat ngga dapat lagi.-......."

'.-.............Kader diminta ambil ke sini. Saya kasih, jadi kan saya punya data nih, sebelum
PMT sampai disini, kan sudah iangsung di data, kita dapet biskuitnya berapa, ternyata
dapet cukup untuk 30 atau 40 orang. lya, kader2nya juga gitu kan ada yang dapet
sekaligus ini misalnya 1 anak dapat sekaligus 3 dus......."

".......Pendistribusiannya Jadi mix ya jadi kadang ada yang ibunya rajin, kalo balita, datang
Re poli biasanya sebulan sehali saya minta dia dateng. Kalo misalkan ada ibu yang gak
begitu rajin tapi rajin dateng ke posyandu, saya distribusinya ke posyandu disana.Ada



iuga yang ibu balitanya dateng sama bapaknya terus apa namanya dra bilang rajin ke
posyandu, dia yang bawa langsung 2 bulan......."

Sedangkan di Jawa Timur mekanisme distribusi kepada sasaran ada sedikit
perbedaan, lbu balita maupun ibu hamil datang ke Puskesmas atau pustu mengambil pMT
setiap satu minggu sekali. Dan ada juga yang mengambil di Puskesmas induk setiap 2
mhggu sekali. Alasan dibagikan seminggu sekali adalah supaya PMT tidak terlihat terlalu
banyak disimpan di rumah sasaran karena khawatir dikonsumsi anggota rumahtangga
hhnya dan untuk memudahkan monitoring perubahan berat badan balita . pada hari yang
sama juga bidan melakukan ANC untuk ibu hamilyang dating.

Sistem distribusi PMT di Banten hingga ke sasaran juga berbeda-beda, ada yang
dambil ke Puskesmas atau diantar oleh kader. Berikut keterangan dari informan:

o......--..Yang utama mereka dapat di puskesmas kalau tidak datang baru dikunjungi ke
rumah
rumah.

atau kelewat lalu ke rumah, bisa juga lewat posyandu tapi tebih sering ke

Sasaran yang cara pemberian PMT diantar ke rumah oleh kader disebabkan TpG
menganggap kader yang lebih tahu mengenai sasaran, lokasi rumah yang jauh dari
Puskesmas/ bidan desa atau merasa malu apabila diketahuioleh lingkungan bahwa anaknya
menerima PMT karena gizinya tidak baik selain itu kader juga merasa senang apabila
mengantarkan PMT ke rumah sasaran karena merasa bahwa balita di wilayahnya terpenuhi
gizinya dan merasa diperhatikan. Berikut pemyataan informan:

"...........Nah kalo peran kader paling perpanjangan tangan saya, karena ibaratnya dia
yang lebih tau wilayahnya, balitanya, jadi kemaren sy delegasiinnya ke dia. Teftanyata
banyak kelemahannya ya setelah di evaluasi, satu, misalnya yang sy mau begini begini
begini, tp tenyata di lapangan dia gak jalanin km ibunya gak mau, atau dikasih gak doyan,
lalu dikasih lagi ke yang lain, padahal kesepakatannya di awal mau enggak mau harus
dimakan ....................."

nggak dapet gitu, saya mana...saya mana, gitu loh bu. tya kan. Nggak enak juga bu
sama masyarakatnya gitu, mendingan langsung kadernya ke rumahnya gitu.............,'

Di provinsi Bantena, peran TPG Puskemas dalam program PMT peran utama TpG
alah memastikan sasaran menerima PMT sesuai dengan arahan dinas dan dalam
pelaksananaannya dibantu oleh kader dan bidan desa. Petugas gizimengkoordinasikan
kegiatan dengan bidan desa dan kader, terutama pada saat pendistribusian PMT dari
Puskesmas, melakukan validasi hasil skrining antropometri kader, melaporkan jumlah
slsaran di wilayah Puskesmas ke Dinkes Kabupaten berdasarkan hasil skrining kader di
desa yang ditindaklanjuti oleh bidan desa (pengukuran ulang) serta melakukan monitoring
kepada sasaran baik ibu hamildan balita.

Bidan desa secara umum berperan dalam melakukan validasi data balita dan ibu
hamil namun lebih utama pada ibu hamil yang akan menjadi sasaran penerima PMT, juga



]*r:nggung jawab terhadap penyimpanan PMT di desa sebelum didistribusikan ke sasaran:a'= maupun ibu hamil selain itu bidan desa melakukan pemantauan ke rumah sasaranr.i-€ma dengan kader terutama untuk sasaran penerima PMT yang dilaporkan oleh kader-*-3alamikeluhan dalam mengonsumsibiskuit PMT. Berikut pernyataan informan:

""""Jika sasaran rutin datang ke Puske.s/ras maka pMT diberikan di puske.s/7?as
'amun jika tidak, TpG menitipkan ke bidan tatu dari bidan ke kader....,,

""""""'lya kan dia di poli KtA dutu kan kalau udah benar datanya nanti disuruh ke:oli gizi dapatnya di poti gizi, (katau pasien tidak datang ke puskesmas/ nanti kita
samperin ke rumahnya sama kademya kita juga bawa panjang badan juga bawa
: nbangan sarna ukiur LlLa jadi kita tiat \agi............."

Namun ada juga bidan yang tidak membantu TpG mendistribusikan pMT ke:-ran dikarenakan bukan merupakan bidan desa namun bidan rawat inap di puskesmas
+-'rgga bidan tidak tahu wilayah dan tidak kenal sasaran. Berikut keterangan dari salah
. - informan:

' ..Sebenernya kalo bidan desanya dalam konteks bener2 bidan kelurahan, pasfi sy
:erbantu dan enak distribusinya, masalahnya mungkin sama dengan puskesmas lain,
tt'dan desanya kalo rawat inap tidak bisa diandatin, jadi mereka juga gak hapal, gak hapat
3'eanya, kadernya, bahkan even kayak balita gizi buruk, batita si ini mereka juga belum
^apal, jadi ke TPG kerja sama sm kader, dulu waktu sy diciputat, bidan desanya
cerfungsi bener2 bidan desa, iadi setiap posyandu itu dia yang berangkat, jd meskipun
cosyandu lebih banyak tp dia hapal tu batitanya siapa, areanya siapa, jd sy distribusinya
.:uga enak delegasinya, karena dia it hapal. Kl sekarang sy bagiin kan dia bitang " iya
ntar saya hubungi kadernya yah, suruh ambit.............. .......,,

' - lya, kecuali misal, belum dikasih ke kader, misalkan kader betum ambit nih bu,
diaketemu di KlA, ibu hamitke KlA, disitu kan dia peiksa misalkan dia KEK, nahdisitu
dikasih. Langsung ke sasaran.......,,

' ...........En7lak ada (yang bidan desa kasih sendiri), kecuali misat kalo saya pas ada
,tadwalnya posyandu. Kadernya belum ngambil, kita dateng ke situ, ya kita yang bawa ke
sana, /angsung ke sasaran. yang ngasih saya...............,,

Selain bidan, kader juga memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak yang
::''hubungan langsung dengan sasaran penerima PMT. Peran kader antara lain melakukan
" rning sasaran penerima PMT di Posyandu dan membantu distribusi pMT ke Balita dan
: -mil' Saat penimbangan di Posyandu, kader melihat balita yang timbangannya kurang
-emlaui kriteria berat badan menurut umur (BB/U) atau yang timbangannya tidak naik
:-"lama 2 bulan kemudian melaporkan ke bidan. Bidan kemudian mencatat nama balita
':rnudian meminta ibu membawa balita ke puskesmas untuk dilakukan validasi data berat
::dan dan tinggi badannya oleh petugas TPG. Setelah divalidasi oleh TpG dan menjadi
)asaran maka TPG memberitahu kader jika balita tersebut diberikan pMT yang harus
: <onsumsi selama terus menerus 3 bulan. Selain itu TPG juga memberitahu kader bahwa



:: .ia penerima PMT perlu dipantau berat badannya per bulan dan juga kepatuhan memakan
: s<uit PMT. Jika balita penerima PMT tidak datang ke Posyandu, kader perlu memberi tahu
- 3 agar didatangi untuk ditimbang berat badan dan tingi badannya. Selain itu, kepatuhan-:nakan biskuit juga dipantau oleh kader untuk kemudian dimotivasi kembali untuk
-:rgkonsumsi biskuit PMT tersebut sesuai anjuran. Sepertiyang disebutkan oleh beberapa--:.man berikut:

' ......Ya di laporin, iadidiliat dari taporan itu..taporan bulanan kan ada. Kan kalo ada yang
2T saya selalu laporan, 2 butan tidak naik timbangannya kan nanti di sini di saring sama
Tang puskesmas gitu yang masuk kategori kurang gizi, apa kurang timbangannya nanti
1 a ri sini yang nentuin..........."

"...'...Klo 
distribusi kan misal dariPKM ke kader dulu, atau bu taiti turun saya

1 a mpin9in..........."

.....Kita iuga bisa tau berat badan mereka tiap bulan kita bisa memantau, dengan
xgitu kita iadi bisa tau oh ini berarti anak ini yang selama 3 butan berturut turut beratnya
:;dak naek, berarti anak ini yang harus dirujuk, iniyang harus ke ahli gizi...."

' .'.....Kita ikut berperan (dalam distibusi) kayak misal kemaren ini, kita dapet dari sini ini
::an, kl azkia istilahnya itu kan kita kasih itu kan langsung dari sini anter
<e ru mah nya............"

nggak apa'apa saya nganterin ke ntmah, senang sekalian silaturahmi, gak
epa-apa biar tambah teman, tambah-tambah saudara, kan itu enak, kalo kemana-mana
canyak yang nyapa...ketawa,,, jadi terkenal. Kalo sekatigus dianterin ke sl pasr'en
nisalnya ya takutnya disalah gunain gitu ya........,'

Distribusi PMT di Jawa Timur ada sedikit perbedaan dengan distribusi pMT yang
: :<ukan di Banten, dimana distribusi PMT sebagian besar dilakukan langsung oleh TpG.
: 

=:'ugas gizi berperan di puskesrnas yaitu melakukan verifikasi dengan mengukur kembali
:;'at badan dan tinggi badan balita dan ibu hamil KEK yang dirujuk dari posyandu
=rudian PMTdidistribusi oleh TPG langsung ke sasaran ada yang setiap minggu dan ada

,;':ap 2 minggu sekali. TPG dan bidan juga memonitor perubahan berat badan sasaran dan
, -A ibu hamil. Sedangkan peran bidan dan kader tidak mendistribusikan pMT tetapi-; akukan skrining sasaran di Posyandu. Kader hanya membantu bidan membagiakan
:.,it serta menimbang berat badan.

-:mpat Penyimpanan PMT

Penyimpanan PMT di dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak mengalami kendala
'liefla ada anggaran khusus dari dana DEKON yang digunakan untuk menyewa gudang
::nyimpanan PMT dan distribusi PMT ke Puskesmas. Biskuit PMT yang diterima oleh
:'cvinsi disimpan di gudang yang disewa selama 3 bulan. Pendistribusian ke puskesmas
: akukan setelah proses pengiriman PMT dari Pusat selesai. Penentuan perusahaan yang
-.:lakukan distribusi PMT ke Puskesmas dilakukan melalui lelang dengan persetujuan ppK,



- =-a yang dianggarkan untuk distribusi termasuk sewa gudang sebesar 3,5 milliar rupiah.::,a ini termasuk untuk pengiriman, kendaraan, keamanan dan penyewaan gudang.
: 

= 
rcistribusian dilakukan secara serentak dan membutuhkan waktu 1 bulan untuk*='rdistribusikan PMT ini ke seluruh puskesmas (234 puskesmas).

Kendala penyimpanan ada setelah PMT didistribusikan ke puskesmas. baik dalam
. standar penyimpanan PMT serta tidak tersedianya ruangan khusus untuk menyimpan

:.'uit PMT. Distribusi PMT dari Dinkes Provinsi Banten yang langsung ke puskesmas
-;nbuat penyimpanan PMT di Puskesmas menjadi masalah. Hal ini dikarenakan
;:atasnya ruangan yang dapat digunakan untuk menyimpan biskuit pMT, sehingga ketika
:rurt PMT datang tempat menyimpannya seadanya. Biskuit PMT di puskesmas diletakkan

: :lla/ruang rapat dan ada juga yang ditetakkan di selasar bangunan puskesmas, sehingga-'-k menghindari biskuit rusak, maka distribusinya harus segera. Setelah beberapa lama
" =:akkan di selasar Puskesmas, barulah ada ruangan yang dikosongkan untuk menyimpan: ,'-. Berikut adalah pemyataan dari beberapa informan:

Sulit pemantauan distribusinya kalau bertahap kita ngga ada tempatnya, kalau
:enyimpanan kita tiCak ada tempat, kita tidak punya gudang, jadi harus didistribusikan
se1era............"

" ........K\o masalah di PKM lebih ke karena disupply ke kita langsung dlm pangsa besan
.tmlah besar, penyimpanan aja sih. Kadang bingung ini mau di taro dimana, segunung
segunung gini PMT, jadi sy bilang ke bu laili juga, bu udah ini langsung di distribusi
^;- D71d.........

'........n99ak ada tempat buat simpannya..supir truk juga minta uang buat biaya
nurunin barang dari truk. uangnya darimana?.............,'

' ............baran? masuk besoknya langsung kita sebarkan, karena menjelang suruei
akreditasi kita kirim kedesa pakaipusling 2-3 hai se/esal ke semua desa..tidak punya
gudang khusus cuma disimpan diruang yang kosong kurang tebih l-2 minggu kalau
nggak salah karena kita mau akreditasi takut jadi temuan.............,,

Secara umum penyimpanan di Puskesmas tidak sesuai SOP karena tidak disimpan
: -Jang tertutup dan tidak menggunakan palet sebagai alas.Namun ada juga Puskesmas
:-g mengusahakan ruangan khusus untuk menempatkan PMT namun tetap tidak diberi

, :s palet.

Hampir sama dengan Provinsi Banten, Jawa Timur juga memiliki anggaran untuk
' =.'ta gudang sebagai penyimpanan PMT dari pusat. Keterbatasan ketersediaan ruangan di
,-tor dinas provinsi Jawa Timur untuk tempat penyimpanan PMT membuat pemegang

:":gram mengambil kebijakan untuk menyewa gudang untuk tempat penyimpanan
,=nentara PMT sebelum di distribusikan. Anggaran sewa gedung tersebut didapatkan dari
:-Jgaran dana APBN provinsi/dana dekon. Penggunaan dana dari provinsi ini dilakukan
,'ena dana yang diberikan oleh pusat hanya clana distribusi dari pusat sampai ke
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-:ril5'ras-puskesmas di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi. Berikut pemyataan dari
,a,itr s€lu informan:

)isini gudang untuk gizi tidak ada melainkan sewa. Selama ini kan sewa dari dana
:E/.CN.,........."

Penyimpanan biskuit PMT di Provinsi Jawa Timur setelah didistribusikan di
,,$*:srtas berbeda-beda. Secara umum Dinas Kesehatan di Jawa Timur tidak mempunyai
": :.:cara khusus untuk penyimpanan PMT, tetapi petugas puskesmas sudah mengetahui
*'T':-atan penyimpanannya yaitu harus mengunakan alas palet, dan cukup sirkulasi
:i--ra pada ruangan yang tidak lembab, serta tidak mepet pada tembok.

Hasil observasi ada puskesmas yang tidak cukup ruangan nya untuk menyimpan
,e *'--- PMT yang diterima, sehingga PMT disimpan dibawa dan disimpan di Pustu. Selain
'- ::3 puskesmas yang ruangannya tidak cukup sirkulasi udaranya atau agak lembab.
;'--^ ada juga yang penyimpanan biskuit PMT nya tidak di Puskesmas karena tidak

:"El3r'l!? ruang yang besar, sehingga biskuit didistribusikan langsung ke desa sejumlah
*-,i(irYa kasus. Tidak ada SOP untuk syarat ruang penyimpanan, melainkan berdasarkan
,:- t3 2tY'l?n sebelumnya yang harus disimpan pada ruangan yang tidak lembab, diberi alas
r:: :awahnya, tidak mepet pada tembok. Berikut pemyataan dari informan:

..ya tidak ada, jadi satu dengan ruang kegiatan pemeriksaan di puskesmas.."

dan PKM langsung di distribusikan xe 15 polindes, jadisejumlah sasarannya langsung
: s:rahkan ke desa masing-masing....."

, ::,:aksesuaian Dalam Pelaksanaan PMT di Lapangan

Pelaksanaan program PMT di Banten dan Jawa Timur ada yang sesuai namun ada
: yang tidak sesuai dengan arahan dari pusat karena kondisi di lapangan.
::aksesuaian yang ada antara lain misalnya mengenai sasaran penerima PMT. Kebijakan
:;: yang tertuang di dalam buku pedoman PMT menunjukkan bahwa sasaran penerima
- adalah balita usia 6-24 bulan yang kurus dengan menggunakan indikator BB/TB <-2 SD
- .cu hamil KEK dengan ukuran LILA lebih kecil dari 23,5 centi meter. Pada praktiknya
:s kesehatan baik provinsi Banten maupun Jawa Timur mengeluarkan kebijakan tidak
-- s mengenai penambahan kriteria sasaran ibu hamil KEK yaitu ibu hamil anemia dan ibu

resiko iinggi mendapatkan PMT ibu hamil. Hal ini sepertiyang diungkapkan informan:

'--.........Ka\o saya liat wa dari provinsi kan ini' pemberiannya untuk yg mana nih? Karena
bb yang APBD ini termasuk yang balita gizi kurang, meskipun BB/TB nya normal. Tapi
& tetep dikasih,BB/U patokannya kmrn. Jadi mungkin diperjelas dengan panduannya itu.
JNi diperjelas, kl ini untuk balita kurus dan sangat kurus, nanti kan kita jadi instruksinya
bgitu, berdasarkan edaran entah apa gt kan, bahwa PMT yang dari kemenkes ini untuk
bfrta kurus dan sangaf kurus kemudian untuk PMT bumil, klo yang APBD itu kan
nemang kita anggarannya untuk bumilanemia dan KEK, jadi bumil anemia walau dia gak
I(EK, tetep dapet. Pendistribusiannya mereka di PKM kan, ke bumil kan, jd bumil anemia
iit dapet walaupun dia gak KEK. apalagi kl dia anemia juga KEK juga. K saya liat di
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laparan itu mereka bumil anemia dapet.Walaupun saya tiat di LtLAnya enggak KEK.Jadi
mungkin nanti kalo disini untuk batita itu, saya kmrn patokannya kmrn ada yg nanya ini
untuk KEK atau anemia iuga? Disini kan jumtah bumit KEK dan berisiko KEK, jadi
masuklah anemia itu. Jadi yg PMT ini nih, yang kemenkes, jadi bumit anemia juga
dapet............"

Perbedaan pelaksanaan pemberian PMT di Jawa Timur yaitu anak balita dengan
: -r kurang dan anak tampak kurus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai
::rkut :

Tadinya kan balita kurus,dilapangankan susafi. Sasaran riit
Cilapangan,menetapkan sasaran dilapangan tidak mudah tapi di tapangan agak sedikit
dilebarkan. Tidak mempunyai data tinggi badan. Nggak punya data riet batita kurus
sehingga di lapangan dimodifikasi ini sesuai dengan arahan pusat yaituyang kelihatan
<urus, terus diambi|.............."

Ada juga perbedaan pelaksanaan di tingkat Puskesmas yaitu untuk balita tidak
'=1ya pada usia 6-24 bulan namun usianya juga diperlebar, sasaran utamanya yang BGM
::'r balita kurus. Jika sasaran sudah terpenuhi semua, maka penerima PMT dilebarkan
::Ja balita pendek dan gizi kurang. Ada petunjuk dari provinsi, bila PMT yang berlebih,
: : eh memberikan untuk yang gizi kurang. Penetapan sasaran diutamakan untuk yang kurus
:- u baru yang balita gizi kurang.

lvlonitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan:':vinsi Banten dilakukan setelah distribusi PMT selesai dilaksanakan di seluruh
: -skesmas. Kegiatan monev PMT dilaksanakan bersamaan dengan monev kegiatan
: ^nya. Penilaian monev berdasarkan kesesuaian sasaran penerima PMT, distribusi dan
--,ah PMT yang diterima puskesmas, namun belum termasuk penilaian keefektifan
:=nberian PMT (kenaikan berat badan) karena laporan kenaikan berat badan betum
;= uruhnya diterima oleh Dinkes Provinsi.

Di Tingkat Kab/Kota, tidak ada kegiatan monitoring evaluasi yang dilakukan khusus
-:uk Program PMT pusat. Kegiatan Monev dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan

':3iatanlprogram lain. Kegiatan monev yang dilakukan antara lain memantau kesesuaian
:3saran, jumlah PMT yang didistribusikan, serta keefektifan pemberian PMT berdasarkan
':naikan berat badan penerima PMT setiap bulan. Kenaikan bei'at badan diperoleh dari
:coran puskesmas.Puskesmas melaporkanjumlah balita dan bumil yang mendapat pMT,
::atus gizi awal penerima PMT, status gizi bulan pertama setelah diberi PMT, status g2i
: - an kedua, sampai bulan ke 3setelah menerima PMT untuk melihat perubahan status gizi,
::lain itu monev juga dilakukan dengan mengunjungi balita penerima PMT dengan status
- :i buruk. Sesuai yang diungkapkan olen infcrrman sebagai berikut;

L02



sampaisasaran pemah, Kta kan ada evaluasi juga, klo sampai sasaran kita
namanya, namanya pelacakan kasus gizi buruk, kalo daripuskesmas ada laporan

gizi buruk, kita validasi ke lapangan. Dai situ kita nanyain juga dapet pMT gak,
gak PMTnya, kitatanyain.Kalo monev PMT ke puskesmas kita kan apa namanya

dtasinya udah berapa balita dan bumil yang dapet, srsa berapa masih....
Kfu Minta evaluasinya, eehhmm...saya sih minta evaluasiapa namanya, sebelum dikasih
:erapa berat badan,....,eh sfafus gizi, walaupun mungkin kecit sekali perubahannya..., ya
saya minta data status gizi awal, sfafus gizi bulan pertama setelah diberi, sfafus gizi butan
'edua, sampai 3 bulan. Sampai saat ini ya, memang evaluasinya ada yang selesai, ada
: ang belum se/esar. Jadi kita pingin lihat setelah diberi PMT ada perubahan status gizi
;ak, perubahan berat badan. Atau kalo bumil KEK ada yang berubah gak dari anemia jadi
:Cak anemia. (frekuensi monev ke PKM) iya tiap bulan (yang biasa melakukan) Staff gizi
: nas ya...."

Di tingkat Puskesmas, bentuk monev yang dilakukan oleh TPG ialah mengukur-lii badan dan berat badan balita penerima PMT,LILA bumil penerima PMT, dan
-:/,ancara kepatuhan mengkonsumsi biskuit serta pemberian motivasi kepada ibu balita
-:-pun bumil KEl(resiko KEK jika mengalami kesulitan menghabiskan PMT yang diberikan.
-:: Puskesmas yang rutin melakukan haltersebut setiap bulan saat dilakukannya poligizidi
: -s<esmas namun ada pula Puskesmas yang melakukan saat ada laporan saja dari kader
"".- ,\a penerima PMT tidak mau mnegkonsumsi PMT yang diberikan. Bentuk Monev ini
: :..ukan saat kegiatan konseling gizi di Puskesmas, kemudian kunjungan rumah maupun

=:.<a ada kegiatan di Posyandu.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan monev ini antara lain tidak adanya dana
- -sus untuk melakukan monev PMT, banyaknya kegiatan yang ada baik di tingkat
::,'Kota maupun puskesmas, serta terbatasnya SDM yang melakukan monev. Berikut
: g diungkapkan oleh informan dari Provinsi Banten:

' ........Kurang SDM ya kendalanya, kompleks, karena beda dengan Jakarta kalau dari
iJKM atau UKP jadi lelah dari petugas jadi masyarakat mind nya puskesmas itu kuratif jadi
cromotif dan preventifnya kurang, kita juga mau akreditasi, kita ngga bisa rekrut sendiri
Can sdm kita di drop dan uang BOK juga lagi mandeg, kita juga terkendala SDM padahal
mau buka 3 puskesmas baru tapi malah yang lama ditarik ke yang baru.........".

Berbeda dengan Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Timur, monitoring yang
: akukan di Tingkat provinsi baru pada tingkat distribusi, yaitu apakah biskuit PMT tersebut

= ah sampai di puskesmas dengan melakukan pengecekan dokumen serah terinta barang.
::mulir khusus untuk monitoring pencatatan dan pelaporan program PMT masih dalam
:rap perencanaan. Berikut pernyataan dariinforman :

".....4da form nya khusus, ltu sebenarnya sudah kita rencanakan, tapi kita belum secara
khusus formnya masih untuk distribusinya apa dilihat kondisi gudangnya....."
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Sejalan dengan Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Timur juga tidak ada monitoring
:s- evaluasi secara khusus untuk program PMT di tingkat Kab/Kota. Monev dilakukan
:+--maan dengan monev program lain. Haltersebut disampaikan oleh informan berikut ini:

- """....Monev untuk PMT tidak ada yang khusus, berbarengan dengan program lain,
sebenarnya ada rapat koordinasi datam perencanaan dan evaluasi penanganan gizi
curuk ada 5 kali peftemuan.............',

Di tingkat Puskesmas, kegiatan monitoring juga dilakukan bersamaan dengan
i =iiatan lainnya seperti pencatatan penimbangan berat badan atau pada saat berkunjung ke:-ak balita gizi buruk. Tidak ada monev khusus untuk program pMT Kementerian
. :sehatan. Sepertiyang disampaikan oleh informan berikut:

' . ...(kegiatan monitoring) Saya sekalian ke posyandu, sekalian melihat posyandu
sekalian melihat balita dan ibu hamil.....,,

'.....belum ada catatan itu ya..jadi yang metakukan itu TPG ada, tapi bersamaan dengan
oosyandu ya.... kalo evaluasi..."

Perubahan status gizi dievaluasi oleh Tenaga Pelaksana Gizi(TpG) setelah selesai
:=nberian PMT selama 3 bulan. Namun tidak ada pencatatan kepatuhan mengkonsumsi
: 

"'1T. 
Demikian juga untuk ibu hamil KEK penerima PMT, TPG juga melakukan pencatatan

:='at badan setiap bulan. Sedangkan LILA diukur pada awal, pertengahan, dan akhir
:=rberian PMT saja.Kendala monitoring dan evaluasi di Provinsi Jawa Timurialah apabila
:: rta tidak datang mengambil PMT atau balita pindah rumah maka perubahan berat
:=lannya tidak dapat dievaluasi. Biasanya Tenaga Pelaksana Gizi meminta bantuan kader
- 
-:uk mendatangi sasaran untuk memberi informasi jadwal pengambilan pMT di puskesmas.

?ANGKUMAN

., e bijakan dan perencanaan

' Kebijakan mengenai program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil
di Regional Jawa Bali secara umum mengacu pada kebijakan yang diambil oleh
Kementerian Kesehatan. Tidak ada kebijakan khusus yang dibuat baik oleh provinsi
Banten maupun ProvinsiJawa Timur berkaitan dengan program pMT.

' Penetapan sasaran penerima PMT juga rnengacu pada kebijakan dari Kementerian
Kesehatan, namun pada pelaksanaannya di tingkat puskesmas, pMT balita selain
diberikan kepada balita kurus juga diberikan pada balita gizi buruUBGM, balita gizi
kurang, balita keluarga miskin, balita 2T, bahkan balita dengan status gizi normal namun
menuju status gizi kurus juga diberikan PMT. PMT ibu hamii selain diberikan kepada ibu
hamil berisiko KEK juga diberikan pada ibu harnil anemia, dan ibu hamil dengan IMT <
18,5 kg/m2.Hal tersebut disebabkan jumlah PMT yang diterima Puskesmas melebihi
jumlah sasaran penerima PMT dan juga untuk menghindari kecemburuan sosial.



lldak ada anggaran khusus di tingkat KablKota maupun
pengelolaan/kegiatan PMT dari Kementerian Kesehatan
distribusi, monev).

di tingkat puskesmas untuk
(sosialisasi, penyimpanan,

naan Program PMT

Sosialisasi mengenai PMT di regional Jawa Bali dilakukan tidak secara khusus karena
tidak adanya anggaran, melainkan dilakukan bersama dengan kegiatan lainnya dengan
mengundang kepala Puskesmas, petugas gizi, bidan dan kader. Sosialisasi yang
diadakan berisi mulai dari rencana pengiriman PMT ke Puskesmas, cara penyimpanan,
cara pendistribusian PMT dari Puskesmas ke desa hingga sampai ke sasaran.

Pelaksanaan program PMT di regional Jawa Bali tidak tidak memiliki buku pedoman
khusus, dilaksanakan berdasarkan juknis dari pusat dan pengalaman pelaksanaan
program PMT tahun sebelumnya.

Pelaksanaan program PMT di regional Jaura Bali climulai sejak November 2016 dan
berlangsung hingga pertengahan tahun 2017 yaitu sejak datangnya PMT dari provinsi
hngsung didistribusikan ke masyarakat melalui Puskesmas. Cara pendistribusian
berbeda pada tiap daerah karena menyesuaikan dengan lokasi, ada yang mengambil ke
Puskesmas dan ada juga yang diberikan di Posyandu dan ada juga yang diantar ke

rumah oleh kader. Waktu pendistribusian biskuit PMT juga berbeda-beda ada yang 2

minggu sekali ada yang satu bulan sekali dan ada juga yang sekaligus untuk tiga bulan.

Ketidaksesuaian rencana pelaksanaan PMT dengan juknis dari pusat antara lain
misalnya mengenai sasaran penerima PMT yaitu PMT balita selain diberikan kepada
balita kurus juga diberikan pada balita gizi buruk/BGM, balita gizi kurang, balita keluarga
miskin, balita 2T, bahkan balita dengan status gizi normal namun menuju status gizi
kurus juga diberikan PMT. Kemudian untuk sasaran PMT ibu hamil diberikan selain ke

ibu hamil KEK juga diberikan ke ibu hamil anemia dan ibu hamil resiko tinggi
mendapatkan PMT ibu hamil.

Penyimpanan PMT biskuit di regional Jawa Bali tidak ada masalah karena dinas
kesehatan provinsi menyewa gudang untuk penyimpanan. Namun ketika didistribusikan
ke daerah, sebagian besar Puskesmas tidak memiliki ruang penyimpanan yang
memenuhi kriteria yaitu tidak basah, tidak lembab, ada ruang khusus dan memiliki alas.

dan Evaluasi

Ditingkat Kab/Kota dan Puskesmas, tidak ada kegiatan Monitoring dan Evaluasi secarcr

khusus untuk program PMT dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan Monev dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan program lain. Kendala kegiatan monev antara lain tidak
adanya dana khusus untuk melakukan monev PMT, banyaknya kegiatan yang ada baik
di tingkat Kab/Kota maupun puskesmas,terbatasnya SDM yang melakukan monev,

keluarga balita penerima PMT pindah sehingga tidak dapat dievaluasi (terutama di

perkotaan),



Region Sulawesi

Pada setiap periode kehidupan manusia, gizi memiliki peranan penting dalam
tkan kualitas sumber daya manusia. oleh karena itu untuk mencapai sDM yang

litasr tersebut pemerintah melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan gizi pada
rawan gizi dengan program pemberian makanan tambahan (pMT). program
makanan tambahan (PMT) sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu di setuiruh

Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi.

Di wilayah sulawesi, program pMT dirasakan sangat bermanfaat dalam
lgulangi masalah gizi pada anak balita gizi kurang dan ibu hamil kekurangan energi
(KEK). Dalam pelaksanaan dan penerapan program pMT ini masih banyak

dan perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. untuk mengetahui
dan keterbatasan program PMT ini maka perlu dilakukan sebuah kajian atau

n untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kebijakan program pMT.

Penelitian evaluasi PMT ini bertujuan untuk metakukan evatuasi pelaksana- an
PMT untuk anak balita kurus dan ibu hamil KEK tahun anggaran 2010. Evaluasi
di enam regional, termasuk regional Sulawesi. Dalam satu regional terpilih dua

tiga provinsi, dimana di setiap provinsi memilih dua kabupatenikota yang memiliki
sigizi kurang dan ibu hamil KEK yang tinggidan telah melaksanakan program pMT

tahun 2416. Regional Sulawesi terdapat dua provinsi terpilih yaitu Provinsi Sutawesi utara
diwakili dua kabupaten lkota yaitu Minahasa dan Bitung. Dari dua kabupaten

t, di masing-masing kabupaten dipilih dua puskesmas berdasarkan prevalensi gizi
dan ibu hamil KEK tinggi. Adapun puskesmas yang terpilih di Kabupaten Minahasa:

Papakelan dan Puskesmas Pineleng, sedangkan di Kabupaten Bitung
as terpilih adalah Puskesmas Girian Weru dan Puskesmas Sagerat. Sedangkan

Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Kota Makasar dan Kabupaten Bantaeng. Untuk
Makasar diwakili oleh Puskesmas Mardekaya dan puskesmas Rappokaling,
kan Kabupaten Bantaeng diwakilioleh Puskesmas Lasepang dan Puskesmas Loka.

Untuk alur penulisan laporan evaluasi pi'ogram PMT di Regional Sulawesi ini
creliputi 3 komponen yaitu : pertama, kebijakan dan perencanaan yang meliputi sasaran,
alggaran, pengadaan PMT pusat dan lokal. Kedua, pelaksanaan yang terdiri dari
sosialisasi, distribusi, penyimpanan, pedoman dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOp
trrst. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi.

L Kebijakan dan Perencanaan

Kebijakan

Kebijakan mengenai program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu
tamil di Regional Sulawesi secara umum mengacu pada kebijakan yang diambil oleh
(ementerian Kesehatan. Tidak ada kebijakan khusus yang dibuat baik oleh Provinsi
Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan berkaitan dengan program PMT. Kebijakan
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rian Kesehatan salah satunya mengenai kiteria sasaran yang mendapatkan PMT,
untuk anak balita usia 6-59 bulan yang kurus berdasarkan pengukuran berat badan

tinggi badan (BB/TB) lebih kecil dari minus dua standar deviasi (< -2 sd) dan ibu
kurangenergikronis(KEK)denganhasilpengukuranlingkarlenganatas(LlLA}<

Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan kebijakan sendiri
i kriteria sasaran ibu hamil tetapi kebijakan ini bukan merupakan kebijakan tertulis,

kebijakan ini disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan dinas kesehatan provinsi
dinas kesehatan kabupaten/kota. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu
di provinsi Sulawesi Utara sebagaiberikut:

hanya untuk ibu hamil KEK, tapi bisa juga diberikan ke ibu anemia, miskin...mungkin itu
da tapi kebijakan tersebut tidak teftulis... jadi penjelasan-penjelasan di pertemuan di
ampaikan-........"

Kebijakan untuk memberikan PMT selain untuk ibu hamil KEK, tapijuga untuk ibu
dari keluarga miskin juga dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini seperti yang

salah satu informan di ProvinsiSulawesi Selatan, yaitu .

"...........Penetapan sasaran penerima PMT lbu hamil, Yang paling utama adalah Bumit
I(EK, terus bumil yang gakin. Cara menentukan dengan pengukuran LILA dibawah 23,5
qn lalu penimbangan..............."

Pada dasarnya pendistribusian PMT didistribusikan sesuai arahan dari dinas
provinsi, hanya saja karena jumlah PMT yang diberikan pusat berlebih maka PMT

tidak hanya diberikan untuk balita gizi kurang tapi juga diberikan kepada balita dari
miskin, balita BGM, balita kurus, balita 2T, sedangkan PMT ibu hamil selain

an untuk ibu hamil KEK juga diberikan kepada ibu hamil anemia. Kelebihan PMT di
kabupaten ini karena pemberian PMT diberikan dalam jumlah yang sama ke setiap

as, tidak berdasarkan kebutuhan atau pun jumlah kasus di puskesmas. Hal ini

di dua puskesmas yang mewakili Kabupaten Minahasa dan berikut yang diungkapkan
informan pemegang program PMT puskesmas :

u...............&a\ita usia 12-24 bulan dari keluarga kurang mampu yang nempunyaisfafus
gizi kurang atau buruk tetapi karena jumlahnya berlebihan maka ditambah dengan baffa
ditambah kepada balita yang berasal dari keluarga miskin. Selain gizi kurang dan bgm,
yang kurus, 27, setelah dirawat yankes. Kalau ibu hamil selain yang KEK juga yang
anemia, tapi baru figa puskesmas yang melakukan permeriksann Hb sepedi Tong paso,

koya dan pineleng. Kalau puskesmas lain tidak ada karena ada salah satu cairan yang
tidak ada................."
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Gambar: sasaran penerima PMT balita dari keluarga miskin
di Provinsi Sulawesi Utara

Sebelum PMT diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi, ada proses pengajuan yang
n oleh dinas kesehatan provinsi ke kementerian kesehatan. Pengajuan ini dilakukan

tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Pengajuan atau permintaan PMT ini berdasarkan
program, yaitu data realjumlah anak balita BGM, tetapi ternyata pusat menggunakan
pemantauan status gizi (PSG) Sulawesi Utara dalam menentukan jumlah sasaran.

yang diungkapkan oleh informan pemegang program PMT dinas Proivinsi Sulawesi

'...........Ka\au yang ini PMT 2A16 kita ada usulan dari sini, dia kan ada pembahasan
anggaran... jadi tahun sebelumnya sudah dibahas, berapa sasaran kita...itu dai data
program, iadi ada iuga kasus dari data real biar kita minta ,kita juga kasihkan jumlah batita
Wm ya bukan yang kurus, itu yang kita kiim ke pusat...katau boteh dapat PMT mereka..-
tapi temyata mereka (pusat) gunakan juga data PSG yang disurvei itu di Sulawesi
utara.."

Hampir sama dengan hal di atas, pengajuan atau permintaan pMT di wilayah
Selatan berdasarkan usulan puskesmas berdasarkan hasil pengukuran di
dengan menggunakan indikator status gizi BB/TB dan BB/U, sedangkan ibu hamil

berdasarkan hasil pengukuran LILA, tetapi pusat memiliki kebijakan menggunakan data
dan PSG. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan di dinas
provinsi Sulawesi Selatan. Berikut pernyataannya :

"............Dasar kebiiakan ielas dari angka stunting, prevalensi anak pendek baik dari
data Riskesdas 2A07, 2013 maupun data PSG kfa di 24 kab kota. Berdasarkan itu,
Kebetulan seiring kebijakan pusat yang teftuang dalam renstra 2015, bahwa ada
keb$akan untuk penanganan ibu hamil KER dan balita stunting, wasting. Dari situ dari
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berangkatnya. ..... dan sasaran dari usulan puskesrnas berdasarkan BB/TB dan BB/.J,
Bumil KEK dengan pengukuran Lt1A................,,

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu informan puskesmas di provinsi Sutawesi
yang menyatakan bahwa PMT di Sulawesi Selatan diperoteh dari data laporan
ngan tiap bulanan puskesmas. Berikut petikannya :

""""'...-untuk mendapatkan PMT kita masukkan data dulu berapa batita yang
mengalami ada masalah dengan sfafus gizi, kita ambil dari penimba:ngan posyandu
berdasarkan kriteria BB/IJ, BB/TB, TB/|J. Berdasarkan itu kita masukkan datanya ke dinas
sebagai dasar meminta pMT................,,

Berbeda dengan provinsi sulawesi selatan yang mengaku ada usulan jumlah
dari tingkat puskesmas, proses untuk mendapatkan PMT di provinsi Sulawesi Utara

melalui pengajuan atau pengusulan baik dari tingkat puskesmas maupun tingkat
aten. Idealnya ada pengajuan atau pengusulan berjenjang dari tingkat paling bawah
lsmas) sampai jenjang diatasnya (kabupaten) untuk mendapatkan jumlah pMT yang
dengan kebutuhan atau sasaran. PMT didistribusikan dari Dinas Kesehatan provinsi

utara langsung ke puskesmas di wilayah kerja Dinas Kabupaten Minahasa
n jumlah PMT yang sama untuk setiap puskesmas, tidak melihat jumlah sasaran di
puskesmas. Hal ini dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi karena untuk efisiensi

, jika menunggu dulu kiriman data jumlah sasaran dari semua puskesmas yang ada,
kesehatan provinsi khawatir proses akan lama karena tidak semua puskesmas patuh

cepat untuk mengirimkan data sasaran tersebut. Oleh karena itu dinas kesehatan
si mengambil kebijakan untuk membagikan PMT balita dan bumil dalam jumlah yang
ke setiap puskesmas, jadi setiap kabupaten jumlah PMT yang diberikan tergantung

jumlah puskesmasnya. Semakin banyak jumlah puskesmas yanag ada di kabupaten
rbut semakin banyak PMT yang didroping oleh dinas kesehatan provinsi. Berikut yang

ngkapkan informan pemegang program PMT dinas kesehatan kabupaten mengenai hal
berikut petikan informan:

........Tidak ada pengusulan Soatnya kan dari propinsi sama jumtah dropingnya
tid a k m e I i h af sasaran.. s e m u a d i s a m a rata ka n....',

Anggaran selain didapatkan dari anggaran pusat, Dinas Kesehatan provinsi
Utara juga memiiki peranan dalam penganggaran pMT yaitu menyiapkan
untuk sewa gudang penyimpanan PMT dan anggaran untuk distribusi pMT dari

kesehatan provinsi ke puskesmas. Dana yang digunakan bersumber dana ApBN
rsi atau dana dekonsentrasi. Penggunaan dana dari provinsi ini dilakukan karena dana
diberikan oleh pusat hanya dana untuk distribusi PMT dari pusat sampai ke dinas

provinsi. Kendala anggaran terjadi ketika ada efisiensi ditengah-tengah tahun
tan berlangsung. Hal inisepertiyang diungkapkan oleh informan :

"'.......-.-Sewa gedung penyimpanan dan distribusi PMT 2016 ini pakai dana ApBN
provinsi'.. untuk anggaran, nanti yang jadi kendala kita disini Buk yang menjadi kacau
kalau yang macam efisr'ensi pating bahaya itu di efisiensi...',



Sejalan dengan apa yang ada di provinsi Sulawesi Utara, pemerintah provinsi
Selatan juga tidak memiliki anggamn khusus untuk pengadaan program pMTUvvrsrrr

dan ibu hamil, provinsi hanya menyediakan dana distribusi pMT da6 piovinsi ke
ota dengan menggunakan dana dekon dan ApBD. Berikut pemyataan lnforman

kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan :

"....-....-Penganggaran di propinsi tidak ada, dana penglriman dari provinsi ke
puskesmas menggunakan dana Dekon dan ApBD.,.......,..,,

Di Provinsi Sulawesi Utara, baik di tingkat dinas kesehatan kabupaten maupun
ini *rngrin dil;;"..._,rw.utr vr

PMT tidak didistribusikan melalui dinas kabupaten tapi langsung ke puskesmas,
dinas kesehatan kabupaten tidak mengarokasikan ,ngg*rn untuk transportasi

n g oipakai f eirga-Jrntur
kegiatan PMT digunakan anggaran monitoring kegiatan lain, jadi strateginya

pemegang program PMT turun lapang untuk monitoring kegiatan gizi lainnya sekaliang program PMT melakukan monitoring mengenai kegiatan pMT. Hal ini seperti
diungkapkan informan pemegang program PMT dinas kesehatan kabupaten dan

program PMT di puskesmas, berikut pemyataannya :

'-.-...-...Ya kalau di kabupaten tidak diatokasikan apa-apa. Katau di tingkatpuskesmas
i sarankan untuk menggunakan data BoK . kan ada juga puskesmas yang daerah
,pannya terpencil, jauh jadi kami sarankan ambil saja dari dana BoK. seiangakan
kalau mau turun pendampingan atau monitoring, kami pakai SppD untuk monitoring,
i itu juga monitoring terpadu dengan kegiatan tain.............,,

""'.......n99ak ada anggaran....biasanya kita ikut ajah atau nempeldengan program
misalnya mau ada kegiatan posyandu, jadi sekatian ajah kita bawa pMT dengan
atau ambulan......"

Berbeda dengan kondisi di atas, pada Provinsi Sulawesi Selatan di tingkatn memiliki anggaran yang digunakan untuk pengangkutan, distribusi, dan
untuk sewa gudang diperoleh dari dana APBD dan BOK. Hal ini dikarenakan pMT

terlebih dahulu ke dinas kesehatan kota/kabupaten sebelum didistribusikan
ke puskesmas. Berikut pemyataan informan dinas kesehatan kota:

Tidak ada kenciata terkait anggaran karena kita pakai dana ApBD dan BOK,
Cuma masalah cari gudang dan tenaga, harapannya PMT dai provinsi tangsung ke
arskesmas saja............. "

Jauh sebelum PMT biskuit ini dibuat dan distribusikan oleh pusat, Dinas Kesehatan
Sulawesi Utara pada tahun 2014 pemah membuat PMT biskuit sendiri dengan dana

atau dana dekonsentrasi, tetapi kemudian pusat menginstruksikan provinsi untuk tidak
membuat PMT biskuit karena pusat akan membuat PMT biskuit tersebut dan tugas dinas

provinsi yang mendistribusikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan mungkin agar
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PMT biskuit yang diberikan kepada masyarakat memiliki kandungan giziyang terstandar dan
sama di seluruh wilayah lndonesia. Hal ini sepertiyang diungkapkan informan :

"...........ooo pernah bu...bentuknya biskuit juga sama sepefti itu juga tahun 2014 kita
adakan... ini biskuit MP ASI sama kayak biskuit PMT sekarang pakai dana provinsi
APBN .... Nah sekarang di pusat minta untuk tidak merangkai standar, kalau bisa mereka
yang bikin kita tinggal distibusinya.. . jadi kita tidak lagi membuat itu barang, tapi dananya
untuk mendistibusikan saja...2015 kita adakan, 2016 sudah tidak... saya tidak tahu
masalahnya apa, tapi pusat menganjurkan untuk tidak lagi membuat di provinsi............. "

Pada tahun 2016, meskipun sudah ada pengadaan PMT berupa biskuit untuk balita
dari pusat, tetapi dinas kesehatan provinsi juga masih menganggarkan PMT jenis lain yaitu
susu formula untuk anak balita gizi kurang. Pemilihan susu sebagai bahan makanan
tambahan karena anak-anak relatif lebih menyukai minuman cair ini dibandingkan makanan
padat lainnya dan pengolahannya pun mudah dilakukan di rumah tangga. Untuk bahan
makanan lokal yang diberikan yaitu kacang hijau ataupun telur. Untuk pengolahan makanan
lokal ini, ada bantuan berupa pelatihan membuat makanan dari makanan lokal, membuat
menu makanan yang dilaksanakan oleh pemegang program gizi dengan pendanaan dari
dana hibah MCA (Millenium Challenge Account-lndonesia). Hal ini seperti yang diungkapkan
informan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara :

"........4da itu pakai APBD bentuknya susu.... Dr tingkat kabupaten ada, provinsi
juga ada.. sasarannya mengarah sama, tapi bentuknya kan beda ada yang susu dan
bahan makanan |oka|................."

Hal yang sama juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan, selain mendapatkan PMT
dari Pusat, terdapat pengadaan PMT lokal baik untuk anak balita, bumil KEK yang dibiayai
dariAPBD. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut :

'.........Ada PMT lain punya kota, yaitu pemulihan gizi buruk, pemulihan PMT gizi

kurang, Bumil KEK, PMT Anak sekolah. Sumbernya dai APBD. yang ddisistibusikan
mulai bulan juli 2010. Sasaran berbeda tidak boleh tumpang tindih dengan program PMT
yang dai pusat.............."

Pernyataan di atas diperkuat juga oleh pernyataan informan di tingkat Puskesmas,

yang menyatakan mereka mengadakan program PMT dengan menggunakan dana BOK

dengan memberikan makanan tambahan berupa makanan matang. Berikut petikannya :

'.........Ada program PMT yang lain, dari dana BOK, jenisnya dalam bentuk makanan

matang (nasi, lauk, sayur Can buah) langsung saya diantarkan sendiri ke sasaran setiap

hari selama 3 bulan, saya yang mengantar langsung ke sasaran pada bulan Juni, iuli,
agusfus sejumlah 2 sasaran.....".

117



Sasaran Balita yang menerima PMT di Provinsi Sulawesi Selatan

Pelaksanaan

iProgram PMT

Sebelum program PMT ini dilaksankan, kementerian kesehatan dalam hal ini
gizi melakukan pertemuan dengan mengundang semua dinas kesehatan provinsi

membahas mengenai program PMT diJakarta. Hal ini sepertiyang diungkapkan oleh
pemegang program PMT dinas kesehatan provinsi Sulawesi Utara :

"............4da peftemuan di pusat, provinsi-provinsi diundang untuk membahas
PMT........."

Sebelum PMT dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, pada saat
n pertemuan program gizi di dinas kesehatan provinsi, pemegang program PMT

i menyisipkan pembahasan mengenai PMT yang terkait dengan cara penyimpanan,

dan pendistribusian. Penyampaian ini memang bukan khusus pertemuan mengenai
tetapi membahas semua program gizi. Pertemuan ini dihadiri oleh pemegang program

1izi dinas kabupaten, TPG dan tenaga pelaksana gizi di puskesmas. Hal ini seperti yang
dungkapkan oleh dua informan pemegang program PMT dinas kesehatan provinsi;
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"........sebelum barang masuk kita adakan pertemuan di provinsi, diundang puskesmas
yang diundang TPG, pertemuan program gizi tapi kita kasih juga informasi tentang
PMT..........."

"..-..'..'ya...ada...dan saya juga pernah memberikan matei itu, terutama dalam cara
penyimpana, sasaran, pendistribusiannya... itu sering kita ingatkan pertemuannya tidak
khusus, bergabung denga pertemuan program gizi. . ... ."

Hal di atas sama seperti yang diakui oleh informan dinas kesehatan provinsi
Sulawesi Selatan yang menyatakan tidak ada sosialisasi khusus PMT yang dilakukan oleh
dinas kesehatan provinsi berikut pernyataan informan .

"'.....'-.sosralisasi khusus PMT tidak ada. Sefiap ada kegiatan lain, selalu disisipkan matei
materitentang PMT, hampir semua petugas sudah fersosrafba si..........."

Seperti halnya di tingkat provinsi, sosialisasi mengenai program PMT dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten di provinsi Sulawesi Utara tidak secara khusus tentang pMT,
tapi sosialisasi disisipkan pada saat kegiatan program gizi yang diselenggarakan dinas
kesehatan kabupaten. Hal ini dilakukan karena pada kegiatan tersebut sudah diundang
tenaga kesehatan dari puskesmas seperti ; kepala puskesmas, TPG, bidan juga kader pKK.
Pemaparan menggunakan power point mengenai PMT yang dibagikan dinas provinsi ketika
sosialisasi PMT di provinsi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan pemegang
program PMT dinas kesehatan kabupaten :

"...........Dari dinas propinsi hanya informasl saja. Sedangkan kalau dai dinas ke
puskesmas hanya melalui kegiatan kabupaten ada 2 kati kegiatan gizi (pembinaan gizi
masyarakat dan workshop 100 hai pertama kehidupan) jadi disisipkan saja dengan
mengundang tpg, keapa puskesmas, bidan, dan pkk. Ditaksanaka di auta di Tondano.
Ada power point yang dibagikan, berdasar ppt dai propinsi tetapi dikemabangkan diisi
deng an tambah an prog ram-prog ram I ain yang ada di gi2i.............."

Hal ini sejalan dengan yang terjadi di dinas kabupatenikota di provinsi Sulawesi
Selatan yang menyatakan tidak menyelenggarakan sosialisasi PMT secara khusus tetapi
sosialisasi PMT yang disisipkan dengan kegiatan Bimbingan teknis (bintek). Hal ini seperti
diucapkan informan sebagai berikut :

"..........Kami melakukan sosra/r'sasi tentang PMT bersamaan dengan acara iewat bintek,
kami cek nama nama sasara4 bukunya, dilakukan setiap bulan. Bintek satu puskesmas 4
kali dalam setahun dilakukan oleh penanggungjawab witayah masing masing yang ada di
kota...............'.

Setelah petugas gizi dan pemegang program PMT puskesmas terpapar informasi
mengenai program PMT, kemudian mereka menginformasikan kembali program PMT ini
pada agenda loka karya mini (lokmin) bulanan puskesmas. Hal ini bertujuan agar semua
tenaga kesehatan di puskesmas mengetahui mengenai program ini dan mengetahui akan
datang PMT biskuit dari provinsi. Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu informan
pemegang program PMT puskesmas :
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"...sosia/isasi hanya ke lintas program saja ketika ada rokminpuskesrnas... "

Untuk sosialisasi kepada sasaran balita dan ibu hamil, tidak dilakukan sosialisasi
dengan mengumpulkan sasaran di suatu tempat kemudian dipaparkan informasi

PMT. Sosialisasi dilakukan secara personal, ketika setelah pengukuran didapati
kurus dan ibu hami KEK lalu langsung diberikan informasi mengenai program PMT dan

an juga PMT untuk dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Alasan tidak dilakukan
sasi secara khusus dengan mengundang ibu balita dan ibu hamil untuk menghindari

ruan sosial di masyarakat. dikhawatirkan ibu yang memiliki balita sehat dan ibu
tidak KEK juga menginginkan PMT biskuit tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan

pemegang program PMT di salah satu puskesmas :

'........Pa\inq kalau datang bumil periksa, terus LlLAnya kurang, adakan
penyuluhan/sosta/tsasi baru dikasih biskuit..sama balita juga gitu, pas kita ukur di
posyandu ada yang kurus ya dikasih penyuluhan dan kasih PMT. nggak ada sosra/isasi
orang-orang dikumpulin, pasti kalau dikumpulin kayak gitu mba...nanti semua minta, jadi
akhirnya kami sosialisasikan personal saja.......,...."

Hal ini juga terjadi di wilayah
dilakukan kepada masyarakat.

provinsi Sulawesi Selatan, dimana sosialisasi tidak
Berikut petikan informan salah satu puskesmas di

iSulawesi Selatan :

'............sosia/isasl secara umum ke masyarakat tidak ada. Cuma biasanya ada
ciiposyandu ada juga ibu yang minta padahal balita tidak kurus, ini bu untuk kampung
balakeang kalau gizi buruk makanan nya harus diperbaiki, ini khusus anak teftentu yang
terdekat.......... "

'...tidak ada sosr,a/rsasi khusus terkait program PMT, kami menyarankan untuk
ciihabiskan ..."

Pedoman Program PMT

Pelaksanaan program PMT seharusnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
:elah diberikan oleh kementerian kesehatan. Di Provinsi Sulawesi Utara Pedoman PMT
ada di dinas provinsi adalah pedoman dengan judul : "Panduan Pengelolaan MP-ASI,

:'.tT Bumil dan PMI-AS Buffer Stok". Selain pedoman ini, tidak ada juknis (petunjuk teknis)
SOP yang terkait PMT yang terdapat di dinas kesehatan provinsi.
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Gambar Buku Pedoman PMT yang dipakai sebagai acuan pelaksaan program

Ketersediaan buku pedoman PMT di dinas kesehatan provinsi sangat terbatas

, sehingga distribusi buku pedoman ke kabupaten tidak merata. Hal ini terjadi
pusat juga mengirimkan buku pedoman PMT dalam jumlah yang terbatas. Untuk

ntisipasi keterbatasan ini, dinas kesehatan provinsi merangkum isi pedoman PMT
power poinf dan dalam setiap sosialisasi PMT ke dinas kesehatan kabupaten

pawer point ini. Selain membuat intisari pedoman, pada tahun 2016 dinas
provinsijuga mencetak buku-buku panduan yang terkait masalah gizi dari pusat

didistribusikan ke dinas kesehatan kabupaten :

".........ka|au kita tidak ada mengembangkan pedoman PMT sendiri, palingan kita ambil
dari pedoman bikin power pointnya frus sosialisasi, justru panduan ini yang dari pusat
yang kita perbanyak, kita cetak... ada yang kita kasih...ini buku-buku yang kita cetak
2016 : modul pemantauan sfafus gizi,lembar balik, juknis perbaikan gizi, pedoman PMT
ASl, pedoman pemberian PMT ibu hamil... ini kita kasih ke kabupaten...artinya nyampe
lah ini ke kabupaten.........."

Buku pedoman PMT sebagai panduan dalam pelaksanaan program PMT sangat
keberadaannya pada pemegang program PMT baik di tingkat dinas kabupaten

maupun puskesmas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tidak ditemukan pedoman

PMT atau leafleat terbaru terbitan 2015 dan 2A17 - Dinas kabupaten memiliki buku pedoman

PMT tetapi cetakan tahun 2005. Karena tidak ada pedoman yang terbaru, maka pemegang
program PMT di kabupaten berpegang pada powerpoinf materi dari provinsi yang diberikan
pada pertemuan tahun lalu. lsi dari power poinf tersebut meliputi : ffira pemberian, sasaran,
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Iama pemberian, monitoring dan pendampingan. Hal ini seperti yang diungkapkan informanpenanggungjawab pMT dinas kabupaten :

"""""""'Ada tetapi sudah cetakan lama..tahun 2005, 2007. Kalau yang baru tidak ada,atau mungkin pernah dikasih tetapi sama kepala seksi yang tatu. cuma aioiturg downloadaia' Tapi kan ada materi dengan propinsi waktu peftemuan tahun lalu, nah paling dai situ,lsinya di slide ada cara pemberian, sasaran, lama pemberian, monitoringnya,
pendampingan...."

Hal serupa juga ditemui di provinsi Sulawesi Selatan, baik di dinas keseahtan
<abupaten/kota maupun puskesmas tidak ada buku pedoman tentang pMT anak Balita danibu hamit yang berasal dari pusat. Ber\kut yang dinyatakan salah satu informan di provinsiSulawesi Selatan :

.""Tidak 
ada pedoman PMT, pedoman pelaksanaannya hanya diberitahu secara lisan,pelaksana program mengacu seperti program pMT sebelumnya.....,,.

Distribusi PMT

Di Regional sulawesi ini pendistribusian PMT berbeda di setiap provinsi. Untukwilayah sulawesi utara, distribusi PMT dari pusat droping di dinas kesehatan provinsi,sebelum akhirnya didistribusikan langsung ke puskesmas-puskesmas yang ada di witayahkerja Dinas kesehatan Provinsi sulawesi utara. PMT tidak didistribusikan dahulu ke dinas
kabupaten karena untuk mengurangi rantai distrisbusi sehingga didapatkan efisiensi waktu
dan anggaran' Untuk yang mendistribusikan PMT hingga sampai ke puskesmas dilakukan
oleh rekanan hasil lelang. Untuk puskesmas yang wilayahnya jauh dari kantor dinas provinsi,
ada pemberitahuan sebelumnya kalau PMT akan didistribusikan. Berikut petikan pernyataan
salah satu informan pemegang program pMT di puskesmas :

"""""""Saya di tetpon sama orang dinas gizi kabupaten, ada juga orang dinas propinsi,
Cuma kasih tau nanti ada dari propinsi mau distribusi PMT... satu minggu setelah ditetpon
barang nya sam pai......',

Sedangkan untuk puskesmas yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor dinas
kesehatan provinsi sulawesi utara, petugas gizi di puskesmas tidak diberitahukan terlebih
dahulu mengenai pendistribusian PMT. Hal ini mungkin karena pMT yang baru datang daripusat langsung dipindah mobilkan ke mobil angkut rekanan pada hari itu juga untuk segera
di distribusikan ke puskesmas-puskesmas terdekat dengan wilayah dinas kesehatan provinsi
untuk mencegah menumpuknya PMT biskut di gudang. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh informan pemegang program PMT pusker*r, yrng wilayahnya dekat dengan kantor
dinas kesehatan provinsi :

'"'.........Jadi sebelum biskuitnya datang tidak ada pernberitahuan sama sekali, tiba-tiba
biskuitnya datang ke puskesmas... cara pengirimannya diantar dengan truk, waktu itu
hanya supir dan orang yang angkat2 kardus saja, nggak ada orang dinas provinsi yang
mendampirtgi hanya orang2 yang di truk ajah itu, sama kayak ada matndornya yang
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mengawasi apa iumlah yang diturunkan sudah bener... jumlah yang diterima 29 dus pMT
balita sama 65 PMT bumit............,

Distribusi PMT dari dinas provinsi ke puskesmas dilakukan dua kali. Distribusi
pertama hanya untuk PMT balita, kemudian baru PMT ibu hamil. Untuk pendistribusian pMf
dari puskesmas ke sasaran dilakukan secara bertahap. pemberian secara bertahap
dlakukan agar konsumsi PMT lebih terkontrol dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan dalam
pemberian PMT secara bertahap saja masih ada PMT yang dikonsumsi anggota keluarga
yang lain, apalagi jika diberikan untuk tiga bulan sekaligus dikhawatirkan pMT juga
ftonsumsi oleh semua anggota keluarga, saudara, atau bahkan tetangga. Stok pMT yang
berlimpah di rumah tangga berisiko dikonsumsi oleh banyak orang. Berikut yang
&rngkapkan informan pemegang program pMT puskesmas :

"...........bertahap dikasihnya ke sasara, katau untuk batita ada yang tiga kati
pemberian: saya kasih satu plastik bening itu kan isinya 7 bungkus. Nah berarti katau
sebulan 4 plastik bening = 28 bungkus tambah 2 jadi 30 bungkus perbulan untuk S0 hari
makan. ltu dikasikan selama 3 butan...tapi ada juga yang sepefii di wengko itu karena
miskin sekali, saya kasih tangsung 1 dus isi 56 bungkus, karena dia anak ada 6 tho, S
balita, 3 lagi masih kecil iuga sudah sekatah 5D... jadi saya kasih tangsung 1 dus...
terus bulan selaniutnya saya Tanya sudah habis belum, katau sudah saya kasih kan tagi..
kalau nggak ya nggak saya kasih dutu.. ada 3 orang yang saya kasrh safu dus tangsung
di kiniar, weng4o, sama warerengko..oao kalau itu, bumit dikasihkan sefiap satu bulan
sekali... 1 dus itu isi 30 bungkus. lnijuga pembagiannya beftahap kita kasihkan 3 katijadi
3 bulan pemberian..."

Gambar pemegang program PMT puskesmas
memberikan PMT balita ke sasaran

117

_- .1_

ffia
;



untuk pendistribusian PMT dari puskesmas ke masyarakat, biasanya pemegang
PMT di puskesmas membawa PMT saat ada pelayanan posyandu untuk balita,
rn PMT untuk ibu hamil bisa dibawa berbarengan dengan kegiatan srveeplng ibu

PMT didistribusikan dengan menggunakan motor pribadi ataupun ambulan
Ada juga pemegang program PMT di puskesmas dalam mendistribusikan pMT

nakan shategi "tunggu bola', artinya PMT diberikan kepada sasaran ketika sasaran
ke puskesmas untuk periksa atau kontrol kesehatan/kehamilan. Biasanya strategi ini

dalam pendistribusian PMT ibu hamil, karena ibu hamil biasanya rutin datang ke
untuk memeriksakan kehamilan. Selain cara di atas pendistribusian ke sasaran

dilakukan strategi Jemput bola' dengan bantuan kader yaitu jika saat pembagian pMT di
sasaEn berhalanagan hadir, maka PMT akan didistribusikan langsung oleh kader

mengunjungi rumah sasaran. Hal tersebut di atas seperti yang diungkapkan oleh
pemegang program PMT puskesmas:

'.-.......saya bawa sendiri pakai motar atau ambulan, kalau pas posyandu ya saya
pakai ambulan, tapi kalau sweeping balita -ibu hamil" pas mau ke keturahan ini

sekalian dibawa..."

'..........Jika ada yang periksa di puskesmas kita lihat dia ibu hamit KEK kita kasih

Gambar bidan desa sedang mengukur LILA saat sweeprng ibu
hamilKEK
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Untuk pola distribusi di provinsi Sulawesi Selatan berbeda dengan pola distribusi di
Provinsi Sulawesi Utara. Distribusi PMT setelah didrop dari pusat di dinas kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan kemudian didistribusikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota
Erlebih dahulu sebelum akhirnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota diditribusikan
kembali ke puskesmas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan dinas kesehatan
Kabupaten:

"...........Awa| Oktober 2016 diteima di provinsi, pertengahan November kami (dinas
kabupaten/kota) terima dai Dinkes Provinsi dan kami bagikan ke puskesmas akhir
November 2016 dan kesasaran bulan desember 2016........"

Sama halnya dengan pendistribusian di Sulawesi Utara, tugas TPG di Sulawesi
Selatan juga melakukan pendistribusian PMT balita sedangkan bidan mendistribusikan PMT
untuk ibu hamil. berikut yang diungkapkan informan dinas kesehatan kota :

'..........da\am pendistibusian PMT balita dilakukan oleh TPG dan untuk Bumil
disampaikan oleh Bidan. Untuk lbu hamil mengambil langsung ke Puskesmas sewaktu
periksa ibu hamil. Jadi tidak diantar langsung ke rumah responden. Dibeikan sewaktu
periksa sebulan sekali. Untuk lbu hamil sekali datang diberi 1 Dos (isi 6 plastik, setiap
plastik beisi 6 bungkus kecil, 1 bungkus kecil berisi 5 keping. Diberikan sebulan sekali
untuk memudahkan distibusi. Peran Bidan dalam hal distribusi PMT terbatas pada
pendistribusiannya..............".

Tempat Penyimpanan PMT

Tempat penyimpanan PMT merupakan unsur yang penting dalam program PMT.
Baik di dinas Provinsi Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan mengalami keterbatasan
ketersediaan ruangan di kantor untuk tempat penyimpanan PMT membuat pemegang
program mengambil kebijakan untuk menyewa gudang untuk tempat penyimpanan

sementara PMT sebelum di distribusikan. Berikut yang diungkapkan oleh informan
pemegang program PMT dinas kesehatan provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan:

u.......... Ada gudang yang disewa, dokumennya ada di bendahara, lokasinya di
Manado... biaya sewanya ada di APBN provinsi atau dana dekon juga. . .."

u..........Tempat penyimpanan tingkat provinsi di gudang sewa, Lamanya sesuai dengan
kebutuhan, kurang lebih 3 - 4 bu|an............"

Selain menyewa gedung untuk penyimpanan PMT, dinas provinsi Sulawesi Utara
juga melakukan strategi untuk mengurangi penambahan gudang untuk penyimpanan PMT

dan mengurangi biaya sewa yaitu dengan memindahkan sebagian PMT yang baru tiba di

dinas kesehatan provinsi ke truk milik rekanan dan langsung didistribusikan ke puskesmas-

puskesmas terdekat dengan lokasi kantor dinas kesehatan provinsi. Hal ini tentu sangat
membantu, mengingat gudang yang disewa sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk

menampung semua PMT yang dikirim dari pusat. Berikut petikan informasi dari informan

pemegang program PMT dinas kesehatan provinsi :
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.........Untungnya 
kita strateginya cepat, jadi pada waktu barang sampai, ada yang masih

di mobil langsung pindahkan ke mobit lain, jadi bertepatan dengan kontrak se/esai
ditandatangani, barang sudah langsung, kalau terlambat, ya banyaklah masalahnya,
gudang yang kita sewa anggarannya hanya 26 juta sekian untuk 2 bulan, kalau barang itu
sampaitidak cukuplah ukuran gudangnya 1OX2O kita pakai dua gudang pisah antara pMT
Balita dan PMT bumil. Jadi barang yang sampai ada yang langsung dipindahkan ke mobit
dan langsung distribusi..."

Untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan PMT juga didrop di dinas kesehatan
Kabupaten/Kota sehingga pada tingkatan ini mereka juga harus menyiapkan tempat
penyimpanan PMT. Karena keterbatasan ruangan dinas Kabupaten/kota akhirnya juga
menyewa gudang atau tempat penyimpanan sementara PMT, berikut yang diungkapan
informan:

Kendalanya rata rata Kabupaten/Kota tidak mempunyai gudang sendiri
akhi rnya sewa............."

"...........Proses pendr'stribusian tidak langsung, pemberian ada yang bertahap dan ada
yang langsung. Untuk sementara pihak dinas kab. Menyimpan biskuit di dinkes dan
menyewa rumah dengan biaya sendiri..."

Tempat penyimpanan PMT merupakan kendala yang Citemui hampir di setiap
cuskesmas karena puskesmas tidak memiliki ruangan kosong yang memadai dan tidak
nemiliki anggaran untuk penyewaan gudang. Ketika sampai di puskesmas PMT di letakan
jimana-mana misalnya : di lorong-lorong, dekat meja, di apotik. Setelah didistribusikan ke
sasaran dan jumlahnya berkurang di puskesmas baru bisa ditaruh di satu ruangan dan itu
cun masih bergabung dengan penyimpanan alat atau bahan kesehatan lainnya. Hal ini
seperti yang diungkapkan salah satu informan pemegang program PMT puskesmas di
crovinsi Sulawesi Utara :

"..........sama-sama dengan ruangan kulkas imunisasi (vaksin), ruangannya kecil, lebih
besar ruangan dokter Sandra tadi... makanya waktu peftama-tama masih banyak penuh,
ada yang ditaruh di lorong-lorong, di dekat meja-meja, taruh di apotik... awal-wal
naruh nya dimana-man a......."
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Gambar salah satu tempat menyimpan pMT di lemari ruang kerja petugas

Berbeda dengan kondisi puskesmas di sulawesi utara yang menyimpan pMT di
, di sulawesi selatan, di salah satu dinas kesehatan kota nya yaitu Makasar
PMT dftaruh di gudang tersendiri di puskesmas yang terpisah dengan obat-

. Berikut yang diungkapkan informan dinas kesehatan Kota Makasar:

"-.........Mekanismenya kamidari puskesmas mengambitke gudang Dinas Kesehatan Kota
Makassar menggunakan ambulan, kami mengambit aari oin*e.s kofa sesuai dengan
-sasarendes difu{ikar} -E"tustsas{lr{t r ia*. *<e*udleltsa:11rer-re pss*esmes k{ta sitr*rz
ke gudang tersendiri terpisah dengan obat, setelah disimpan digudang talu diketuarkan
Iagisesuai sasara, dan diantarke sasaran

k Sesuaian Dalam pelaksanaan pMT di Lapangan

Berberapa tral dalam pelaksanaan PMT ada yang sudah sesuai dengan kebijakan
pusat, tetapi tidak menutup kemungkinan karena kondisi di lapangan, terjadi ketidak
ian, misalnya mengenai sasaran penerima pMT. Kebijakan pusat yang tertuang di
buku pedoman PMT menunjukkan bahwa sasaran penerima pMT adalah balita usia

bulan yang kurus dengan menggunakan indikator BB/TB <-2 sD dan ibu hamil KEK
t ukuran LILA1efoh'kecit d'ari 23S cenii'meter. Pada patCtitmya dinas tes-1,,1,,r batki Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan tidak tertulis

mengenai penambahan kriteria sasaran ibu hamil KEK yaitu ibu hamil anemia dan ibu hamil
dari keluarga miskin mendapatkan PMT ibu hamil. Hal ini sepertiyang diungkapkan informan
pemegang program PMT dinas kesehatan provinsi:
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"........Pelaksanaan kita kan pedomannya lewat pusat, jadi kita lakukan kita acu dari
pusat... saya kira mengembangan kebijakan misalnya sasaran PMT bumil tidak hanyak
untuk ibu hamil KEK, tapi bisa juga dibeikan ke ibu anemia, miskin ...mungkin itu ada tapi
kebiiakan tersebut tidak teftulis... jadi penjelasan-penjelasan di peftemuan di
sampaikan..."

Ketidaksesuaian lainnya adalah dalam hal penentuan jumlah sasaran PMT. Pada
pengajuan permintaan PMT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan

:ata realjumlah balita BGM, tetapi ternyata direktorat gizi dalam perhitungan jumlah sasaran
rengunakan data PSG dengan melihat persentasi gizi kurang dan persentasi anak kurus.

Jadi ada juga kasus dari data real biar kita minta, tapi ternyata mereka gunakan juga data
yang disuruei itu di Sulawesi utara, kita juga kasihkan jumlah balita bgm ya bukan yang

ts, itu yang kita kiim ke pusat...kalau boleh dapat PMT mereka... itu dari tahun 2015-

6... jadi sebelum penganggaran data sudah kita kirim... Pusat melihat persentasi dari
PSG, berapa kasus gizi kurang, berapa anak kurus..."

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan jumlah PMT yang diusulkan dengan yang diterima

tetapi sasarannya berbeda mengingat bulan usulan, dengan bulan yang diterima

waktu yang relatif lama, walaupun data sasaran ketika PMT datang jumlahnya

i waktu jumtah usulan, tetap saja jumlah PMT tidak bisa ditambah. Berikut iawaban
tingkat Provinsi :

'.-...Kami melakukan updating data, dan menyarankan screening, pada bulan Juni 2016

*tetah ada pemberitahuan masukkan nama nama sesuai dengan sasaran yaitu data

yang baru, namun pengantaran PMT bulan november otomatis sudah melahirkan,

|tntahnya sama tapi mungkin orangnya berbeda tapijumlahnya gak boleh nambah. Yang

Ejadi ditapangan bila sasarannya bertambah akan diberi PMT lain dari puskesmas.

BUmit KEK semua tetap mendapat PMT. Yang saya tegaskan tidak tumpang

dan 5 program PMT yang ada....".

Seciangkan Pelaksanaan program PMT di tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi

dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi

i Utara, yaitu pemberian PMT balita kepada anak balita kurus dan miskin,

PMT ibu hamil diberikan kepada ibu hamil KEK dan anemia. Setelah PMT

kepada sasaran sesuai arahan, ternyata stok PMT yang ada di puskesmas

berlebih maka pada tingkat pelaksanaan di puskesmas mengambil kebijakan

PMT balita pada sasaran tambahan seperti anak BGM dan BGT. Sedangkan

ibu hamil diberikan juga kepada ibu hamil usia risti (risiko tinggi). Pengambilan

ini sudah diketahui sebelumnya oleh oinas kesehatan provinsi dan mereka

izin untuk melaksanakan kebijakan ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

pemegang program PMT puskesmas .

' ......Kalau balita berdasarkan ukuran BB/U , BGM, BGT , anak kurus dan keluarga

niskin ....: kalau instruksi pertama dari dinas hanya kurus saia dan keluarga miskin, tetapi

karena masih ada biskuit jangan sampai expaired makanya saya tanya boleh ga anak
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BGM dan BGTiuga diberikan.'lerus kata orang drnas ooo boteh... jadi inisudah afas
sepengetahuan orang dinas kabupaten..-katau bumit Berdasarkan LlLanya <2g,5, HB <1i
(anemia), miskin, dan usia risti(muda)...,

I. Monitoring dan Evaluasi

Laporan yang dibuat oleh petugas gizi dalam program pMT bisa dijadikan salah
latu cara dalam memantau kegiatan PMT. Laporan biasanya dibuat berjenjang dari tingkat
Frskesmas dilaporkan ke dinas kabupaten kemudian dilaporkan ke dinas provinsi lalufl2Itorkan ke pusat. Laporan ini biasanya dilaporkan dalam jangka waktu tertentu, ada
hl*anan, triwulan, semester dan tahunan. Menurut Provinsi Sulawesi Selatan mekanisme
pe*catatan dan pelaporan provinsi baru metakukan monitor sekali saat bintek, dan akan
r*tta laporan saat akhir kegiatan. Hal ini sepertidikatakan informan sebagaiberikut:

"-.-.Nanti akan kami minta pada saat akhir, monitomya. Metalui bintek dan p$G, ini baru
satu kali...."

Bentuk laporan biasanya sudah terstandar menggunakan formulir yang dibuat olehfrtas kesehatan provinsi. Dalam pelaksanaan program pMT proses pelaporan
renggunakan formulir tertentu. Hal ini seperti yang diungkapkan informan pemegang
Fogram PMT provinsi Sulawesi Utara:

"...-..Kalau di gizisaya rasa bisa Tanya di program pak fauzut tapi mereka ada form
laporannya farm F1, FZ, F3..."

-q

Gambarform F2, laporan pemberian pMT balita

Untuk memudahkan proses pelaporan, direktorat gizi mengembangkan aplikasi StK
GlZl untuk pelaporan PMT. Sosialisasi mengenai aplikasi ini sudah dilakukan oleh pusat.
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Dalam sosialisasi tersebut juga beberapa petugas gizi dinas provinsi dilatih cara
menggunakan aplikasi ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pemegang program PMT
provinsi :

'.............kemudian untuk laporan ke pusat pakai sisfrm aplikasi, tahun lalu sudah ada

pelatihan aplikasinya, bulan September apa akhir oktober, yang diajarkan itu hanya orang
provinsi dua orang, tapi mereka (pusat) datang juga ke sini, dilatih hanya satu hai, bukan
pelatihan khusus, jadi kayak sosla/isasi saja... bulan desember mereka latih,...setelah
bulan januai, OPD baru staf yang dilatih dipindahkan..."

Laporan program PMT di dinas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

menggunakan formulir pemberian PMT yang didalamnya juga berisi mengenai perubahan

berat badan badan balita dan ibu hamil. Laporan juga dilengkapi dengan foto-foto sebagai

bukti petugas gizi puskesmas sudah mendistribusikan PMT. Laporan ini dilaporkan satu

bulan sekali selama PMT diberikan. Laporan dari puskesmas harus sudah masuk setiap

tanggal 5 setiap bulannya, tapi ada juga puskesmas yang terlambat mengumpulkan laporan

di tanggal yang sudah ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh informan pemegang program

PMT dinas kesehatan kabupaten :

"...........Ada formulir pembeian PMT (laporan perubahan berat badan dan foto) setiap

bulan selama masih diberikan. Karena kan ada stoknya..jadi kan misalnya baru dapet

bulan in maxa harus ada tanggal dan realisasi. Kalau puskesmas ke kabupaten tanggai 5

tapi sering terlambat.........."

Hal serupa juga dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan, dimana pencatatan dan

pelaporan dilakukan secara rutin satu bulan sekali dan setiap tanggal 10 dilaporkan ke dinas

kesehatan provinsi Sulawesi Selatan. Berikut yang diungkapkan informan :

"............Pencatatan dan pelaporan daripuskesmas ke kota dilakukan tiap bulan laporan

rutin, Setelah masuk kita kasih batas sefiap tanggal 10 tiap bulannya, kita laporkan ke

provinsi............."

Pemegang program Pt'JiT di puskesmas membuat laporan dengan dibantu data-data

dari bidan, karena PMT ibu hamil biasanya didistribusikan oleh bidan tetapi laporan

pencatatannya dan yang merekap data baik PMT balita maupun ibu hamil tetap dikerjakan

oleir petugas gizi sebagai penenggung jawab program PMT. Dalam formulir laporan PMT

berisi nama-nama sasaran dan perubahan berat badan selama intervensi. Sedangkan

xepatuhan sasaran dalam mengkonsumsi PIVIT tidak dicatatkan dalam laporan, tapi biasanya

retap ditanyakan secara lisan saja. Berikut yang diungkapkan informan pemegang program

PMT puskesmas :

".........saya yang buat laporannya, tapi dibantu dengan data-data dari bidan.'.kalau

catatan nama-nama yang menerima PMT ada, perubahan berat badan ada, tapi kalau

catatan kepatuhan gak acta paling kita tanyakan secara lisan saia.. ."

724



Gambar buku catatan bidan dalam pemberian PMT pada ibu hamil

Seperti halnya laporan, monitoring dan evaluasi juga idealnya dilakukan secara

fang dari lini atas hingga ke bawah. Dalam program PMT ini monitoring dari pusat

ke dinas kesehatan provinsi sedangkan feedback hasil monitoring disampaikan

pertemuan di pusat. Hal ini seperti yang dijelaskan pemegang pragram PMT dinas

provinsi Sulawesi Utara :

'-.......Monev dai pusaf udah 1-2 kali kayaknya, tahun 2017 januari kayaknya... kan kita
selesai distribusinya desember 2A16... mereka dari direktorat kesmas.... feedback hasil
fironev disamapaikan lewat pertemuan di pusat, tapi saya sudah tidak diundang lagi,

diundang para struktural baru di gizi, padahal mereka tidak tahu tentang pMT...."

Sedangkan proses monitoring evaluasi PMT dari dinas provinsi Sulawesi Utara ke
kesehatan kabupaten dilakukan tidak khusus mengenai PMT tapi dilakukan

dengan kegiatan bimbingan teknis yang terkait semua program gizi. Hal ini
n untuk efisiensi waktu dan anggaran perjalanan dinas. Sedangkan untuk

hasil monitoring dilakukan secara khusus dengan rnengundang perfiegafig
PMT dinas kabupaten dan puskesmas ke dinas kesehatan provinsi. Feedbackyang

dalam pertemuan tersebut selama ini hanya dipaparkan belum terdokumentasi
tertulis. Hal ini seperti yang diinformasikan informan pemegang program PMT dinas

'.......-.ada, kalau kita bimbingan teknis (bintek) menyangkut semua program gizi,
termasuk PMT. Jaditidak khusus.... feedback kalau menyangkut PMT MP-ASI dan bumit
ya... feedbacknya pada waktu evaluasi, dipanggil mereka ke sini, kita persentasi hasil
temuannya..baru kita kasih umpafi balik bisa berupa lapran rutin, cakupan programnya
gitu kalau kasas gizi buruk, gizi kurang, bumil KEK, biasanya di gizi itu cukup tersistim ya,
langsung ferekspos iika ada pertemuan, awalnya kita meng feedback dengan paparan,
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nh ini yang kita belum sampai ke suraf tentulis, harusnya tertulis... saya sebenarnya
sdah sering mengingatkan tapi kan programnya terlalu banyak jadi tidak sempat
ffiilis..."

Monitoring evalusi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten biasanya

monev terpadu bersamaan dengan monev program gizi lainnya. Monitoring yang

berdasarkan laporan puskesmas dan feedback diberikan secara lisan dan tidak
atau tertulis. Berikut petikan informasi yang diungkapkan informan

program PMT kabupaten:

'--.......Ada, kalau monitoring dari kabupaten kita monitoringnya : apaa anak mndapatkan

P)tT maka dipantau, apakah yang dibeikan PMT mengalami kenaikan berat badan?

*putar itutah. Monitoring berdasarkan laporan yang mereka kasih sala silt. Ada bulan

Desember 2016. Biasa semua seksiyang ikut. Jadi terpadu. Biasa yang kami monev dari
pncatatan pelaporan kemudian kan dikumpul lalu diberikan pembinaan dari kepala

frang. Temuan yang terakhir adalah sasarar? ibu hamil KEK cuma sekian padahal

PMTnya sekian banyak. Jadi kami sampaikan bahwa kasih saia ke ibu hamfl anemia .

Feedback biasa langsung secara lisan saia........"

Senada dengan pengakuan pemegang program PMT dinas kabupaten, peiugas

program PMT puskesmas juga menyatakan bahwa tidak ada monev khusus PMT

bebarengan dengan monev program lain dan proses monev tersebut dilakukan

mengundang pemegang program gizi puskesmas ke kantor dinas kesehatan

msi. menurut pemegang program PMT puskesmas tidak ada feedback yang diberikan

dinas provinsi. Hal ini berbeda dengan pengakuan yang diberikan pemegang program

provinsi yang mengatakan memberikan feedback secara lisan. Mungkin feedback

lisan kurang efektif karena tidak ada bukti tertulis, sehingga apa yang menjadi

karena tidak terdokumentasi terlewat begitu saja karena keterbatasan daya ingat

ruT di puskesmas. Berikut yang diungkapkan informan pemegang program PMT

..Nggak ada... bukan evaluasi PMT Khusus maksudnya... kalau sambil evaluasi

f,rt yang lain ada, karena ditanya mana laporan PMTnya... waktu itu kita yang ke

ada diseminasi, ferus ditanya mana laporannya, kalau saya kan tiap bulan sudah

* -.. katau arang dinas kabupaten yang kesini, belummm .... untuk caturwulan ke

iri betumm.. feedbackiuga belum ada-.-'

Untuk Monitoring di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berbeda dengan monitoring di

sulawesi Utara, pemegang program PMT di dinas kesehatan provinsi menyatakan

ada monitoring dan evaluasi PMT secara khusus, monev biasanya dilakukan

dengan program lain. Berikut yang diungkapkan informan :

--......Monitoring dilakukan bersamaan dengan program yang lain, melakukan permintaan

update sasaran. ProvinsiTidak metakukan kuniungan sampai ke sasara'"-""
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Monitoring dilakukan dinas kesehatan kabupaten/kota ke puskesmas-puskesmas
ada, kemudian hasil dari monitoring tersebut disampaikan pada saat bintek setiap
nya. Monitoring dapat dilakukan pada saat mengikuti kegiatan lokmin di puskesmas.
ut yang diungkapkan informan pemegang program PMT dinas kesehatan kota di

SulawesiSelatan :

"--.--....-Kamisernua melakukan kegiatan monitoring ke Puskesmas pak, terbagi daerah
ttinaan, kita te$un ke Puskesmas semua kita kunjungi, hasilnya kita sampaikan saat
Nntek setia p bula n............"

'-.Monev dilakukan saat rapat rapat prognm, toka karya minisetiap bulan..,'

lGbijakan & Perencanaan

Pelaksanaan program PMT di regional Sulawesi mengikuti kebijakan dari pusat,
tstapi karena kondisi di lapangan, terjadi ketidak sesuaian, misalnya mengenai sasaran
penerima PMT. Dinas kesehatan provinsi mengeluarkan kebijakan tidak tertulis mengenai
penambahan kriteria sasaran ibu hamii KEK yaitu ibu hamil anemia, bu hamil dari keluarga
miskin dan ibu hamil usia risti (risiko tinggi). Sedangkan sasaran balita yang diberikan pMT
ftak hanya untuk balita kurus tapijuga diberikan kepada balita BGM dan BGT.

Pengadaan PMT anggarannya bukan dari Provinsi melainkan dari pusat. pihak
Provinsi hanya menyediakan dana distribusi baik dari Provinsi - Kabupaten (Sulawesi
Selatan) atau distribusi Provinsi -Puskesmas (Sulawesi Utara) menggunakan dana dekon
dan APBD. Selain PMT dari Pusat, daerah juga menyediakan PMT lokal diperuntukkan bagi
rtak balita dan bumil KEK yang tidak mendapat PMT dari Pusat berupa pengadaan pMT
setempat baik untuk anak balita dan bumil KEK dibiaya dariAPBD dan dana BOK.

Provinsi mendapat data sasaran dari Dinkes Kota, kemudian Dinkes Kota mendapat
data usulan dari laporan bulanan Puskesmas berdasarkan BB/TB dan BB/U, Bumil KEK
Erutama gakin dengan pengukuran LILA. Tetapi dalam menentukan sasaran penerima pMT
pusat menggunakan data PSG.

Pelaksanaan

Sosialisasi khusus PMT baik dari Provinsi ke Dinas Kesehatan Kota, dan Dinas
Kesehatan Kota ke Puskesmas ataupun dari Puskesmas ke sasaran tidak ada. Sosialisasi
bntang PMT disisipkan pada kegiatan lain.

Buku Pedoman PMT adanya hanya di Provinsi sebanyak 1 buah, sedangkan di
Dinkes Kota dan Puskesmas tidak ada. Selama ini pedoman pelaksanaannya hanya
diberitahu secara lisan, pelaksana program mengacu sepertiprogram PMT sebelumnya
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Itndistrtbusian dari dinas kesehatan provinsi ke puskesmas mengunakan pihak ke-3 hasil

Fh"T:;ffffi_ti 
puskesmas PMr diletakan dimana-mana misarnya : di rorong-lorong,

I__ -^-I"_:,n, 
Pelasana Gizi (TPG), Bidan dan Kader mempunyai peran masing-masing

F"g s.an9at membantu pelaksanaan PMT anak balita dan PMT untuk lbu hamit. peran TpG

-neriml.data 
antrophometri dari kader, mengambil PMT dari Gudang sewa Dinkes Kota
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Derperan mendata, menimbang balita dan membantu distribusi khusus pMT batita.

pitoring dan evatuasi

[ ,. 
Laporan dibuat berjenjang dari tingkat puskesmas dilaporkan ke dinas kabupaten

Ernudian . 
dilaporkan ke dinas provinsi lalu dilaporkan ke pusat. Bentuk laporan

FpgYnakan formulir pemberian PMT yang didalamnya berisi mengenai perubahan berat

E:,badan balita dan ibu hamil. laporan juga dilengkapi dengan foto-foto, sedangkan

Ef,,.l"n sasaran dalam mengkonsumsi PMT tidak dicatatkan dalam taporan, tapi biasanyaFlan ditanyakan secara lisan saja. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi SIK Gizi sudah

ffsosialis]likan oleh pusat, tetapidalam pelaksanaan program pMT betum bisa dipraktikkan.

Ihrylrl ini dilaporkan satu bulan sekali selama PMT diberikan. Datam program pMT ini

lmnitoring dari pusat dilakukan ke dinas kesehatan provinsi sedangkan feedback hasil

lmritoring disampaikan lewat pertemuan di pusat. Sedangkan proses monitoring evaluasi

IY.drri, .dil?t 
provinsi ke dinas kesehatan kabupaten ditakukan berbarengan dengan

lE9iatan bimbingan teknis yang terkait semua program gizi, sedangkan feedback hasil

lmnitoring dipaparkan dalam pertemuan di dinas kesehatan provinsi. feedback hanya

f{Prpr.fl?n.belum terdokumentasi atau tertulis. Hal ini senada dengan monitoring evalusi

flang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten kepada puskesmas biasanya merupakan

IP1", terpadu bersamaan dengan monev program gizi lainnya. Monitoring yang dilakukan
fErdasarkan laporan puskesmas dan feedback diberikan secara lisan dan tidak
I Erdokumentasi atau tertulis.
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Region Nusa Tenggara

program pemberian makanan tambahan (PMT) di lndonesia sudah dilakukan sejak

apa tahun lalu. Region Nusa Tenggara diwakili oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur

.u'IT), karena pada saat pengumpulan data PMT di region ini untuk Provinsi Nusa Tenggara

L;i prtai t"r* terdistribusi ke Puskesmas dan ke sasaran penerima PMT. Sehingga

lrct region Nusa Tenggara hanya terwakili oleh Provinsi NTT.
I

i provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang sudah menjalankan program

,PIf,I ini. Program PMT di provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan, yang meliputi

lornponen kebijakan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Evaluasi di lakukan dengan

rpmilih empat kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki penetapan

silsaran penerima bantuan PMT mengikuti petunjuk yang dibuat Kemenkes yaitu diberikan

rntuk balita kurus dan bumil KEK, dalam hal ini dinkes provinsi tidak membuat kebijakan

baru dan telah melaksanakan program PMT di tahun 2016, terpilih empat kabupaten/kota

yaitu Kupang, TTS, Belu dan Flores Timur'

t Keb'rjakan dan Perencanaan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

ProgrambantuanmakanantambahanuntukbalitadiprovinsiNTTdilakukan
melalui kegiatan penimbangan balita di posyandu. Jenis makanan tambahan yang diberikan

berupa bubur kacang ijo, bubur ayarn dan telur.Tahun anggaran 2016 Dinkes Provinsi NTT

mendapat bantuan Fnttr o"rrpa biscuit untuk balita kurus dan ibu KEK dari Kementerian

Kesehatan. sebagai dasar kebijakan yang digunakan untuk penetapan sasaran penerima

bantuan PMT mengikuti petunjuk yang dibuat Kemenkes yaitu diberikan untuk balita kurus

dan bumil KEK, daiam hal ini dinkes provinsi tidak membuat kebijakan baru' sebagaimana

yang disampaikan oleh seorang informan :

.......kebijaksan khusus berkenaan dengan pemilihan sasaran PMT tidak ada karena

yangkamilakukanadalahsesuaipedomanyangtetahdibeikanolehKemenkesyaitu
sasaran pemberian pMT dilihat dari status batita yaitu balita kurus dan untuk ibu KEK kita

lihat LtLAnya bita dibawah 23,5 cm kita beikan, namun kalau PMT dipuskesmas masih

ada atau masih tebih bisa dibeikan pada batita kurang gizi, balita BGM' balita yang tidak

naik dua kali penimbangan.""'"'

MekanismedistribusibantuanPMTdilakukandenganmengirimkanlangsungke
puskesmas.Program PMT merupakan salah satu program untuk mengatasi masalah balita

kurus,climanaangkabalitakurusdiNTTmasihtinggi'Ketersediaandanauntuk
penanggulangan naiita kurus di Dinas kesehatan Kabupaten/kota sangat terbatas' dirasa

perlu ada intervensi untuk penurunan angka balita kurus dan lbu hamil KEK berupa

pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebagaimana yang disampaikan oleh Seorang

informan:

! "........senang dengan adanya kegiatan program PMT yang diteima pada bulan

November 2Q16, karena sangat membantu program penanggulangan balita kurus dan
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ibu KEK. PMT di provinsi NTT. Bantuan PMT yang diterima tahun 2a16 yaitu untuk PMT

balita kurus dan PMT Bumil KEK....."

Kegiatan pemberian PMT ke Provinsi NTT telah dilakukan sosialisasi oleh Direktorat

GLi Kemenkes Rl pada awal tahun 2016. Sosialisasi ditujukkan kepada para pejabat

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dengan harapan pelaksanaan pemberian

bantuan PMT siap untuk disalurkan kepada sasaran yang telah disampaikan dan ikut

memantau pendistribusian PMT tersebut hingga sampai di sasaran, hal sebagaimana

disampaikan oleh seorang informan :

" ...Sosra/is asi adanya bantuan PMT tetah ditakukan oleh Direktorat Gizi Kementeian

Kesehatan pada awal tahun 2016, yang hadir ada pada saat itu ka Dinas kesehatan

provinsi, para kepala bidang dan Kepala Seksi Gizi. Pada sosta/isasi tersebut

disampaikan bahwa ada bantuan PMT dai Kemenkes untuk balita kurus dan bumil KEK,

bantuan tersebut akan dikirim langsung ke puskesmas, oleh karena itu diminta kepala

dines kesehatanprovinsi untuk menyampaikan usulan sasaran iumlah Balita kurus/BGM

dan bumit KEK yang ada di provinsi NTT.......-."

Dalam sosialiasisai tersebut disampaikan buku pedoman pemberian PMT untuk

memudahkan petugas untuk menentukan sasaran penerima bantuan PMT, sebagaimana

yang disampaikan seorang informan :

. ..... selain itu buku pedoman pembeian PMT dibeikan untuk seluruh dinas kesehatan

kabupaten/kota dan diminta dinas kesehatan provinsi ikut memantau proses

pembagiannya dipuskesmas begitu bantuan PMT sampai di puskesmas'.."

Menurut informan bahwa sosialisasi dari pusat (Kemenkes) ada yaitu awal tahun

2016 akan bantuan pMT untuk batita kurus dan bumii KEK oleh Direktorat Gizi. Pejabat

yang hadir ada pada saat itu kepala Dinas kesehatan provinsi, para kepala bidang dan

k"pit, Seksi Gizi. Setelah bantuan PMT datang pada awal oktober 2016, Kepala

dinaskesehatan provinsi mengundang para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan para

Kepala Bidang Kesehatan keluarga dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam pertemuan

tersebut disampaikan ada bantuan PMT dari Kemenkes untuk balita kurus dan bumil KEK,

bantuan tersebut akan dikirim langung ke puskesmas, oleh karena itu diminta kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan sasaran jumlah Balita kurus atau

BGM dan bumil KEK ke dinas kesehatan provinsi, dan ikut memantau proses pembagiannya

di puskesmas begitu bantuan PMT sampai di puskesmas. Karena yang diundang para

Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota feedback adalah mereka langsung membuat surat

permintaan bantuan PMT balita dan bumil KEK per puskesmas yang ada diwilayah mereka

masing-masing. Dengan masuknya permintaan dari para Kepaladinaskesehatan

Kabupaten/kota kami membagi ke semua puskesmas secara professional sesuai usulan

kepala Dinas kesehatan Kabupaten/kota.

Menurut informan kriteria sasaran PMT anak balita dan ibu hamil dilakukan sesuai

denganPermenkes No. 51 tahun 2016, kami tidak berpedoman dengan pedoman lainnya,

karena pedoman yang dibuat oleh Kemenkes sudah cukup jelas.
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